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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta sebagai bahan pertimbangan dan
evaluasi bagi pengambilan kebjjakan dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil
yang maksimal sebagaimana yvang telah dirumuskan dengan sumber daya
yvang ada dan lebih ehsien.

Penyusunan LEKjIP BAPPEDA imi telah diupayvakan sebaik mungkin,
walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan
dengan kendala-kendala vyang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut melalun koordinasi dengan pelaksana kegiatan.
Semoga LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat
mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun
2020.

Dengan tersusunnya LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2020 1ini, maka kami menyampalkan terima kasih kepada
narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan
LKjIP in1. Kami juga menvampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan
vang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun
2020.

Kuala Tungkal, Maret 2020

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ir.H.FIR ‘AUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003




RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemermtah (LKjIP) merupakan
laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama
Tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut dibanding Tahun 2019
sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja  terhadap rencana Kinerja 1 akan memungkinkan
diidentiikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan
datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;jIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menter1 Negara Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekmnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan tata Cara Rewiu Atas Laporan Kinerja Instansi1 Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat
dengan jelas. Selain i1tu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen
melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang
terkait langsung dengan sasaran yang dunginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda
Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dengan jumlah
sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dan 4 (empat)
Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian berhasil. Hal im
menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020 telah mencapai target vang telah
ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan
dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

harus diupayvakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018
Nomor 6), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunya tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan
dan bidang penelitan dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yvang menjadi
kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan
dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
tepat waktu Serta Evaluasi/ Review , Rewvisi Dokumen Perencanaan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan, vyang dilakukan dengan
Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan
kelengkapan data mformasi daerah dan Mewujudkan hasil penehitian dan
pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang
perencanaan dan bidang penehtian dan pengembangan telah ditetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 tahun 2019




tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 — 2021,

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut
untuk menyesuaikan dengan perubahan sistemn manajemen pemerintahan
yvang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara
harus dapat mempertangung jawabkan kinerja atau hasil-hasil darn seluruh
program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan
kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung
jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum [pimpinan kolektit
suatu orgamsasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai
tingkat pencapalan pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan wisi orgamisasi. Oleh sebab
1tu  maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
organisasi.

Adapun informasi vang diharapkan dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
sehingpga beroperasi secara ehsien, efektif dan responsif terhadap
masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pithak-pihak
vang berkepentingan serta dapat menjaga terpehharanya kepercayaan

masyarakat.




1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga
yvang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Tanjung Jabung yang berdiri1 sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres
Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat Il vang kemudian diatur lebih
lanjut melalui keputusan Mentenn Dalam Negen (KEPMENDAGRI Nomor
185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka
diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan
Orgamsasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalama
berbagar perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan
pemenntahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54
Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diringi
terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Orgamisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003
Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka




pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharu
dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Tekms Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupat
Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dirubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupat
Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67
tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan




dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebiyakan teknis di bidang perencanaan dan bidang
penelitian dan pengembangan;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang
penelittan dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang
penehtian dan pengembangan;

4. pembinaan tekmis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang peneliban dan
pengembangan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit kerja di ingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana

program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas

kinerja;




2. pembinaan dan penyvelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan
mehputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja
sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

3. pembinaan dan penyelenggaraan wurusan keuangan meliputa:

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang mihk/kekayaan negara; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinva dibantu Kepala Subbagian dengan

tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset,

kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

a. melakukan penyvusunan rencana dan anggaran subbag nmmum dan
kepegawaian;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebyakan hingkup umum dan
kepegawaian;

c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup admimstrasi
kepegawaian yang mehputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan
rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan

pegawail dan kesejahteraan pegawai;




melakukan penwviapan bahan petunjuk teknis  pengelolaan
ketatausahaan vang mehputi pengelolaan administrasi surat menyurat,

tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan,
tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan mventaris
barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;

melakukan penviapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi
terkait sesuai hingkup tugas; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuail dengan

tugasnya

Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyvai tugas melaksanakan

urusan keuangan dengan uraian tugas :

melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;

melakukan penviapan bahan perumusan kebiyjakan lingkup
admimstrasi keunangan;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lhingkup administrasi
keuangan yang mehputi kegiatan pengelolaan dan  pengendalian
keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi  kegiatan

urusan gajl pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan




cl

Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi,

tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi
keuangan; dan
melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuar dengan

tugasnya.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

mempunyal tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebiyjakan lhngkup

perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis hngkup penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan
anggaran;

melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dan bidang-bidang
untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluas:
dan penilaian kinerja;

melakukan penviapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran
mehputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan
pusat secara lintas program;

melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator




Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyvelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD); dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data
pembangunan, pemantauan, pengendahan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan serta penelittan dan pengembangan
pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penehtian,
pengembangan dan data;
b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan serta penehtian dan pengembangan daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan,
pengendahan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan
daerah:

d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, wvenfikasi, anahsis data dan
informasi, pemantauan, pengendalan, evaluasi, dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan kerja sama penelitan dan pengembangan pembangunan

daerah;

f. pelaksanaan penehtian dan pengembangan inovasi dan teknologi

daerah:




g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan
daerah: dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kepala Bidang Penelittan, Pengembangan dan Data dalam

menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan

tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunya tugas
melaksanakan penviapan bahan perumusan kebiyjakan, koordinasi
penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan
dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebyakan lingkup data,

evaluasi dan pelaporan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi

perencanaan pembangunan Daerah;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan Musrenbang;

e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

perencanaan pembangunan Daerah;




f. melakukan penvusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

g. melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Subbidang Perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebyakan  tekms,
perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penvelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaan dengan uraian
tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyvusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perencanaan
dan pendanaan, menyiapkan bahan perumusan kebjjakan strategs

perencanaan dan pendanaan;

c. melaksanakan penyusunan petunjuk tekmis perencanaan dan

pendanaan;

d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi
makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalm

pendekatan holistik integratif;

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan
model ekonomi serta kebiyjakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan ekonomi makro daerah;




f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah. termasuk juga
kebijakan keuangan daerah,;

g. koordinasi pagu indikatif daerah;

h. melakukan penyvusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnva.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovas1 dan Teknologi mempunyai tugas
melakukan penyvusunan rencana, merumuskan, melaksanakan,
mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lhingkup teknologi dan inovasi
dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebyakan, pengoordinasian,
fasilitas1 dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis 1mnovasi
dan teknologi daerah;

c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijjakan
dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan imnovasi
dan teknologi daerah,

d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan

teknologi daerah;




e. melakukan penyvusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

f. melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebiyjakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi:
bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertaman, perdagangan,
perindustrian, pengawasan, serta keuangan yvang mempunyvai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan
rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen
perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber dava alam;
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g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan
sumber daya alam; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Fkonomi1 dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan

Tugas dan Fungsinva dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai

berikut :
a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Fkonomi mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebiyakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang
tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal
dengan urailan tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah hingkup ekonoma;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan hingkup ekonoma;

d. melakukan penviapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonoma;




e. melakukan penviapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat hngkup ekonomai;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomai;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup ekonomi,

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyviapan bahan perumusan kebyakan, koordinasi
penyvusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah hngkup pengawasan dan
keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian
tagas :

a. melakukan penviapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah hngkup pengawasan dan keuangan;




melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penvusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan hingkup pengawasan dan keuangan;
melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmomisasi RTRW Daerah dan RPJMD hngkup pengawasan dan
keuangan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi

program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat hngkup pengawasan dan keuangan;

melakukan penviapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah hingkup pengawasan dan
keuangan;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah hngkup pengawasan dan keuangan;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyal tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah hingkup sumber daya alam




meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertaman dengan

uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penvusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah hingkup sumber daya alam;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan hingkup sumber daya alam;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmomsasi RTRW Daerah dan RPJMD hingkup sumber daya alam;

e. melakukan penyviapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat hingkup sumber daya alam;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lhingkup sumber dava
alam;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendahan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup sumber daya alam;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

1. melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.




D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinas: penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lngkup sosial dan pemenntahan meliput:
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan,
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, admimstrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah
raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatthan
serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan

rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

c. pengoordinasian, verifikas1 dan pembinaan tekmis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen

perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi1 RTRW

Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang sosial dan pemerintahan;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;




g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan
pemerintahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinva.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas

dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :
a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebyakan, koordinasi penvusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perhndungan anak, pemberdayaan
masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijyakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan

dokumen perencanaan hngkup sosial;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmomisasi RTRW Daerah dan RPJMD hngkup sosial;




e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi

program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemernintah Prowvinsi

dan Pemerimtah Pusat lingkup sosial;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
hngkup sosial,

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

1. melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
mempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebjakan,
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah hngkup
pemerintahan dan sumber daya manusia mehputi: bidang adminmstrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kepegawailan, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian
tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;




melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah hngkup pemerintahan dan sumber
daya manusia;

melakukan penwviapan bahan koordinasi, verifikas1 dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, REPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber

daya manusia;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD hngkup pemerintahan dan

sumber daya manusia;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Prowvinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya
manusia;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
mnformasi1 perencanaan pembangunan daerah lingkup pemenntahan

dan sumber daya manusia;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan. pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah hngkup pemernntahan dan sumber daya manusia;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.




c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan
Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebyakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lngkup kesegahteraan rakyat, ketentraman dan
ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan

olah raga, kebudayaan, serta panwisata dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiyakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, REPD, RENSTRA, RENJA dan
dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD hngkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum:

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi

program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemernntah Prowvinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum;




f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informas1 perencanaan pembangunan daerah lhngkup kesejahteraan
rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

hngkup kesejahteraan rakvat, ketentraman dan keterttban umum;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah hngkup sarana dan
prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permulkiman, lingkungan hidup,
perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan,

kearsipan, dan bencana vang mempunyai fungsi :
a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan
rencana kerja bidang sarana dan prasarana,

b. perumusan dan pelaksanaan kebiyjakan perencanaan pembangunan

daerah di bidang sarana dan prasarana;




c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen

perencanaan di bidang sarana dan prasarana;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerntah Provinsi dan Pemerintah Pusat

di bidang sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan

prasarana; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan

Fungsinva dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastuktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan
penviapan bahan perumusan kebyakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah hngkup mfrastruktur mehputi: bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dengan uraian tugas :




melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebyakan
perencanaan pembangunan daerah hingkup infrastruktur;

melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup mfrastruktur;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat hngkup infrastruktur;

melakukan penyviapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah hngkup infrastruktur;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komumnikasi dan Informatika

mempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijjakan,

koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
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evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah hngkup

perhubungan, komunikas:i dan informatika meliputi: perhubungan,

komunikasi dan imformatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan

dengan uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiyakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komumkasi
dan informatika;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, REKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi
dan informatika;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Llingkup perhubungan,
komunikasi dan informatika;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lhngkup perhubungan., komunikasi dan
informatika;

f. melakukan penyilapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan,
komunikasi dan informatika;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalhian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah hngkup perhubungan, komunikasi dan informatika;




h. melakukan penvusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan
1. melakukan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnyva.

c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas melaksanakan penviapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lhngkup bencana dan
hngkungan hidup meliputi: bidang bencana dan hngkungan hidup dengan
uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penvusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah hingkup bencana dan hngkungan
hidup;

c. melakukan penviapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penvusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lhingkungan
hidup;

d. melakukan penviapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmomisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan

lingkungan hidup;




melakukan penviapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat hngkup bencana dan hngkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan
lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup bencana dan hingkungan hidup;

. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuail dengan tugasnya.




STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
| | |
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROGRAM
| | [ |
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
PENELETIAN, PEDNACiEAMBANGAN DAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM SOSIAL DAN PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA
| | | |
DAT ASE?/?E[?A\'S? DAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
’ INFRASTRUKTUR
D ADOAN EKONOMI SOSIAL
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN PENGAWAGAN b AN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAN SUMBER PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
PENDANAAN DAYA MANUSIA DAN INFORMATIKA
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, BENCAN i%Bf,\'lDngKUN GAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA ALAM KETENTRAMAN DAN ViDUP
KETERTIBAN UMUM
UPTB
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Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 68 orang dengan susunan

kepegawalan vang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat

pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1)

2)

Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dikelompokkan sebagan benkut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdir1 dar:1 :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 2 Orang
- Golongan IV/a : 2 Orang

b. Golengan III, sebanyak 23 Orang terdiri dan :

- Golongan III/d : 12 Orang
- Golongan I/ c : 4 Orang
- Golongan III/b : 4 Orang
- Golongan III/ a : 3 Orang

c. Golongan II, sebanyak 7 Orang terdir1 dan :

- Golongan I1/d : 3 Orang
- Golongan IIf ¢ : 3 Orang
- Golongan II/b : 1 Orang

Menurut Tmgkat Pendidikan, Pegawar Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dikelompokkan sebagai benikut :
a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 7 Orang terdin dar: :

-  Magister Manajemen — MM : 2 Orang

- Magister Perencanaan— M. URP : 1 Orang

- Magister Teknik — MT : 1 Orang

- Magister Sains — M.S1 : 2 Orang




b.

C.

d.

- Magister Of Art — MA : 1 Orang

Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dan :

- Sarjana Ekonomi : 14 Orang
- Sarjana Hukum : 2 Orang
- Sarjana Teknik : 3 Orang

- Sarjana Admimistrasi Publik: 3 Orang

- Sarjana Sosial : 1 Orang
- Sarjana Pendidikan : 1 Orang
- Sarjana Sains : 1 Orang
- Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
- Sarjana Komputer : 1 Orang
-  Sarjana komunikasi : 2 Orang

Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 4 Orang

Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 28 Orang

3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan

4)

Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan

sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

Eselon II, sebanyak 1 Orang
Eselon III, sebanyak 5 Orang

Eselon IV, sebanyak 14 Orang

Non Eselon, sebanyak 48 Orang

Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat

dikelompokkan sebagai benkut :

.

PNS, sebanyak 35 Orang

b. TKEK, sebanyak 30 Orang

c.

CS sebanyak 3 Orang




1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan i1su i1su strategis 11 kita melihat kondisi

lingkungan internal dan kondis1i hngkungan eksternal pada Bappeda

Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yvang cukup
strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan
bidang penelitian dan pengembangan.

Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi
perencana.

Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam
perencanaan pembangunan daerah.

Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data
pembangunan daerah.

Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya
Manusia.

Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas

vang cukup memadau.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan
pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam

melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan




vang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dan hasil vang
dilaksanakan.

Belum optimalnya koordinasi antar subumt dalam organisasi dan
dengan mitra Perangkat Daerah.

Belum terinventarisir output kegiatan vang berupa produk data
dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk
penehitian di Perangkat Daerah.

Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses

PETEIIC anaar.

3. Peluang (Opportunities)

Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional, serta  Peraturan
turunannya yang merupakan landasan hukum dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagair koordinator
penvusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Adanya Permendagn No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendahan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan

terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten




Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan
daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh
perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD.

Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun vyang di
rencanakan dengan produk penelitan dan pengembangan
sebagal basis perencanaan pembangunan daerah.

Pendidikan dan pelatthan perencanaan yang direkomendasikan

oleh Kementerian Dalam Neger1.

4. Ancaman (Threats)

Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan
proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut
data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan vang telah
dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Belum berjalannya birokrasi vang sesuai dengan peraturan yang
ada dengan optimal.

Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dan

kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa hngkungan internal dan eksternal

Bappeda yang telah dilakukan, berikut 1m adalah pilihan-pilihan

strategis vang dapat diambil guna menentukan kebjjakan-kebijakan

sebaga1 bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat 1m1. Penggunaan

strateg di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan




unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.
Pilihan-pilihan strateg tersebut antara lain :

1. Strategi SO, vaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan
peluang.

» Memingkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk
perencanaan yvang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan
proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan
Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

» Penempatan SDM dengan memperttmbangan kompetensi
pendidikan terhadap bidang tugas vang dilaksanakan. tanggung
jawab serta disiphn pegawa.

2. Strategmn WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang.

» Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan
azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan,
monitoring dan evaluasi berjalan efektaf.

» Mengoptimalkan koordinasilingkup bidang untuk menghasilkan
dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen
perencanaan perangkat daerah yvang selaras dengan RPJMD,
peraturan dan perundangundangan serta  dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

» Mengoptmalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan
melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai
basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strateg ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari
ancaman.

» Mengoptimalkan fungsi kooordinasi secara berkala melalu

pengendalain dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam
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proses penyusunan dokumen = perencanaan maupun
pelaksanaan.

» Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil
kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan
dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis
perencanaan pembangunan daerah.

» Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi
dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.

» Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan
pemberdayaan, dalam melakukan koordmasi dengan perangkat
daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategit WT, yaitu memimmalkan kelemahan dan menghindari
ancaman.

» Melakukan koordinasi antar subumt dalam organisasi dan
dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan
proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.

» Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk
penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis
perencanaan pembangunan daerah.

» Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh
perangkat vang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan

formal lainnya.

Analisis dan perimbangan strateg tersebut di atas, di gunakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yvang telah di tetapkan.




1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tahun 2016 — 202 1 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang —-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
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11.

12.

13.

14.

15.

2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015

Nomor 986);

Peraturan Menter1i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemenntah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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16.

17.

18

sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat -Tahun 2019 Nomor 15);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2019 Nemor 1);




19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2020

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) im1 disusun berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menter:
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. dan
Tata Cara Rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan maksud
dan tujuan :

a. Memberikan informasi kinerja yvang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapaa,
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 1nstansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanyva.

1.6. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
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Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab 1ni1 disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis orgamisasi serta permasalahan utama (strategic
1ssued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun vang
bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab im1 diuraikan :
A. Capalan Kinerja Organisasi

Pada sub bab imi disajikan capaian kinerja orgamisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis sesua dengan hasil pengukuran
kinerga organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun im;

2. Membandingkan antara realisasi1 kinerja serta capaian kinerja
tahun 1n1 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 1m1 dengan
target jangka menengah vang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Orgamsasi;

4, Membandingkan realisasi kinerja tahun 1m1 dengan standar

nasional (jika ada);




5. Analisis penyebab keberhasilan[kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab 1n1 diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja orgamsasi sesual dengan
dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV. PENUTUP

Pada bab im1 dwuuraskan realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk mewujudkan lkinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan vang tertuang pada
RPJMD 2016-2021, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah
menetapkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang

Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas™.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4

Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan
infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.

2. Menimngkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,
kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agromndustn
dan perikanan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi
kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV :
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi
kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola
pemenntahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata
kelola pemenntahan melalul aparat pemenntah daerah yang berkualitas dan
transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalul
keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran vang tertuang di RPJMD,

Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai




pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai

tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka memingkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaskan pengelolaan

kinerja organisasi antara lamn sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatkan fungsi koordinasi selaku perencana kabupaten dengan
memenuhi dokumen-dokumen perencanaan sesuail tahapan yang telah
di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017.

Meningkatkan fungsi koordinasi selaku koordinator perencanaan
Perangkat Daerah dengan melengkapi dokumen Perangkat Daerah
sesual tahapan yang telah di1 amanahkan dalam Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Meningkatkan fungsi evaluasi dokumen perencanaan, bak evaluasi
dokumen tingkat kabupaten maupun koordinator evaluasi dokumen
perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah sebagaimana telah
diamanahkan dalam Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017.

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam
mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Melakukan pengembangan dan penelitan untuk menggali potensi
sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mendukung
perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam upaya
meningkatkan kualitas sumber dava manusia dan peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah.




2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016 - 2021

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Repubhk

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerimntah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana

Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lma)

tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

mewujudkan wvisi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Mekmur, Bermartabat dan Berkualitas
mMist v eringkatkan persaluan dan kesaluan bangsa melalw harmonsas| kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi
hukum dan lata kelola pemeriniahan yang baik
TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatkan kualitas
pelayanan administras|

Menciplakan terlib administras]
perancanaan dan pelayanan perkantoran,
kepegawaian, kelatalsahaan, kearsipan

- Peningkatan Pefayanen dan koordines| yang baik dengan
berbagal pihak

perkantoran dan pengelolaan keuangan yang efefdi - Menyediakan sarana presarana penunjang pelaksanaan kegatan
dan efisien

Menyediaken 3DM

Perarcana Ieningkatk an [Kualt s sumbar daya Meryedakan Sumber Daya Aparatur yang memilk sertifikat

pembanglnan yang aparalur Perencana perencana dan pengelola keuangan

berk alitas

Meningkatkan kualitas
tata kelola
pemerintahan yang
balk

Meningkatknya kualtas perencanaan dan
peranserta masyarskat dalam
Fembangunan Daeran

- Melengkapl Dokumen  Ferencanaan dan pefaporan sesual
dengan peraluran perundang-undangan

- Melak ukan evaluasl atas target indlkatoryang sudah dl tetapkan
dalam bentuk dokumen

- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan,

IVenyediakan dekumen
data infermasl sebags
bese perencanaan
pembangunan daerzh

Meningkatry s daya dukung data dan
informasi sebagal bass perencanaan
pembangunan daerah

ilskkan penysunan dokumen datainformasi uriuk mendukung
perencanaan pembangunan daerah

Tarlaksananya
penelitian dan
pengembangan yang
implementatif bag
perencanaan

Weningkainya hasll penelitien yang dapat
di findal [anjuti

Meryyelengparakan peneltian, pengembangan dan kerjasama




Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yvang telah di

tetapkan, Bappeda mengambil kebiyjakan dalam = Pelaksanaan

pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI

ARAH KEBUAKAN

- Peningkatan Pelayanan dan
koordinasi yang baik dengan
berbagai pihak

- Menyediakan sarana prasarana
penunjang pelaksanaan
kegiatan

- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi
vang baik dengan berbagai pihak

- Inventarisasi kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan
kegiatan

- Menyediakan Sumber Daya
Aparatur yang memiliki sertifikat
perencana dan pengelola
keunangan

- Mengikutsertakan aparatur bimbingan
teknis dan pelatihan-pelatihan
perencanaan pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan

- Melengkapi Dokumen
Perencanaan dan pelaporan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

- Menyusun Dokumen Perencanaan
pembangunan Daerah sebagai acuan
pelaksanaan Pembangunan.

- Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam
menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah.

- Menyusun Laporan pertanggung
jawaban atas hasil pembangunan
daerah.

- Melakukan evaluasi atas target
indikator yvang sudah di

- Mengevaluasi pelaksanaan dokumen
perencanaan.

antar dokumen perencanaan.

tetapkan dalam bentuk - Melakulkan evaluasi terhad ap hasil
dokumen. dokumen perencanaan pembangunan
daerah
- Meningkatkan keselarasan - Melakukan pengendalian, evaluasi dan

verifikasi program kegiatan tiap tahapan
penyusunan dokumen perencanaan oleh
bidang-bidang yang ber mitra dengan
peranglkat daerah.

Melakukan penyusunan dokumen
data/informasi untuk mendukung

perencanaan pembangunan
daerah

- Menyusun bulku-buku ststistik daerah

- Menyusun dokumen data/inform as1 yang
mendulkung perencanaan pembangunan
daerah

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas
terkait pemilik data dan informasi daerah

Menyelenggarakan penelitian,
pengembangan dan kerjasama

Mempertajam prioritas penelitian,
pengembangan dan kerjasama
pembangunan yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat




2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah di
jabarkan di atas, maka Bappeda menjalankan program dan kegiatan
tahunan vang tertuang dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020. Sebagai bukti
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janj untuk
mencapai kinerja yvang jelas dan terukur dalam tahun 2020 Bappeda
menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya
yvang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan
mstansi yang lebih tingg kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemben amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi1 dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yvang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja vang diperjanpkan juga
mencakup outcome vyang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja 1m dilaksanakan dalam rangka mencapai
sasaran Bappeda, yang terdin darn tiga sasaran strategis vang dibagi
menjadi dua, yaitu satu sasaran untuk menunjang peningkatan
pelaksanaan pelayanan di lingkup Bappeda dan dua sasaran strategis

dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnyva pada

tahun 2020, sebagaimana pada Tabel di bawah 11 :




Tabel

Matrik Perjanjian Kinerja Eselon II dan IIl Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020

: [ WD KATGR KINERJA = Indikater kinerja TARGET | PENANCGEUNG
SASARAN SASARAN PROGRAM srogram (Outcems) | 2020 JAWAR
Indeks Keplasan :
[K1 | Mesyarakal {erhadap a0 ?E:g:lﬁ ? Appeca
pelayanan Bappeda
Fersentase penurunan
K2 | temuan Hasi 70% 'E(Epagﬂ'ﬁ Eappm
Femeriksaan
Felayanan Perseriase pelayanan
(K 1& 2) Administrosi administrecs 100 % ?nghﬂ“
Ferkanioran perkantaran
Feningkatan Sarana persentas e pelayanan
dan Fresarana sarana dan prasarana 100 % ?Egaltlﬂﬁ
SASARAN 1. aparalur aparaur =
; Persentase pelayanar ;
Meringlatriya kualites Program Peningkatan ad mmmtra&p ¥ %5 5% Sekretars
pelayananan Publik, Diiziplin Aparat ur perkantoran (Esslll)
akunlabllitas Kinerja befsantase aparallr
dan’keLegen Program Peningkatan | yvang mengikutl ;
LHien] ; Sekretars
Kapasitas sumber bimbingan Teknis 100 % Essl
Daya Aparaiur | mplementasi Feraturan [ !
P erundang-undangan
. - — Kepala Happeda
[K3 | HNilal AKIP Bappeda 65 (Essll)
Erqgram Peningkatan Parseitags
engembangan ; - :
(1K 3) Sl il P SlaBArAR kelenghapan dokumen 00% Sekrelars
g;palawhw:ma san | Perercanaan dan ’ {Ess Il
1 |
Keuangan pelaporan bappeda
it o | Kepdla Bappeca
parencanaan (Essily
{(IKU 1) i
Frogram FPersetiase Kabid Peneliian,
Ferancanaan P enyLe uran Dokumen 30 % Pengembangan
Fembangunan Perencanaan dan ' danDaa
Daerah Felaporan tepal wakiu (Easlll}
Persentase Keselarasan 85 % Kepala Bappeda
dokumen perencanaan [(Easll)
(KU 2) ol
erseniass
SE:AS'?ER(:‘:I‘;‘ 1 Frogram Keselarazan Dokumen lxabid Ekonoml
Farencanaan perencanaan 05 % dan Sumber Dayes
Meningkatknya Pembangunan pembangunan lingkup Alam
kislitas perencanaan Ekonomi Ekunn:ln dan Sumber (Ezs i)
Pembangunan Ay AlAm
Daerah
Persertase
u : [
Fembangunan Sesial | pembangunan lingkup =2k F’Emelr:lnlahan
Pemerniahan sozial dan Vel
pemeriniahan
Frogram Persert
Ferencanaan | i .
Prasarana Wilayah K eselarasan Dokumen Kabid Sarana
dan S umiber Dava perercanaan 85% dare Prasarana
AIaIn; dan L ingkinioan pembangunan (ingkup (Ess i}
grlng sarana dan prasarana

Hidup
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INEH KATOR KINERJA indikator kinana TARGET | PENANGGUNG
SASARAN SASARAN HROGRAM orogram (Outcome] | 2020 JAWAR
Parsentase
Kelersediaan data &5% Kepala Bappeda
Infarmasl yang valid dan = [Essll)
lerbart
{IKU 3)
Perseriase
SASARAN Pragram kelengkapan data yang
STRATEGIS 2. ; valid dan lerbaru Kabid Bappeda
oo | s | iEsin
meningkatkan daya perercanaan
duking data dan pembangunan daerah
Informasi sebagal Parsanian
baals perencanaan Kepala Happeda
pembangunan daerah . pemaniaatan hasl 10 % (Essll)
peneltian
{IKU 4)
Frogam Peanelitian pgﬁ;&;g 0 hasil iabid Penelitian,
dan Pengembangen P eiitisn s 1% Pengembangan
daerah Egngér'ﬁbangan dan Data ( Ess II[)
Tabel
Matnk Perjanjian Kinerja Eselon [V Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020
; Indikatar kinara Kegalan TARGET ‘
FROGRAM KEGIATAN (Outpifkelaran 00 PENANGGUNG JAWAR
Kegialan Penyediaan Jasa Sural Jumlah Pelayanan administrasi {9 Bulh KasUbbag TU dan
Iersurat perkantaran - Kepegawaian (sss V)
kK egatan Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan sarana {elepon, 12 bulan lKasubbag TU dan
Komunikas, SDA dan listnk air dan listrik Kepegawaian (g3 |V)
Kegatan Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen laporan 5 dok Kasubbag Keuangan
Admiristrasi Kelisngan kelangan bl (B3 V)
K egatan Penyediaan Jasa Jumlah Felayanan kebersihan 2 bul lKasubbag TU dan
[ ebaraihan Kantar kantor sl Kepegawaian (déss IV)
Kegatan Penyediaan Alat Tuls ; Kaaubbag TU dan
Kartor Jumlah P elayanan alat tulis kantor 12 bulan Kepegawaian (es5 V)
Pelayanan Kegatan P enyediaan Barang Jumlah Pelayanan barang ¢ etakan 2 bulan Kagubbag TU dan
Administrasi Celakan dan penggandaan dan penggandaan Kepegawaian (ess V)
Pefkantoran Kegiatan Penvedizan Komponen "
Instalas! ListnivPenerangan dumlah P elgyanan penarangan 19 bulan ’ Kasubbag TU ca?
Bangunan Kanior bangunan kantoer spegawalan (ess V)
Jumlah Felayanan bahan bacaan .
Kegatan Penyediaan Bahan Hacaan : Kasubbag Keuangan
dan Feraturan Perundang-undangan Ezgapniggnumn il e (e=a V)
Kegatan Peryediaan Mekanan dan Jumlah Pelayanan makanan dan 2 bulah Kasubbag TU dan
MinLiman minLman - Kepegawaian (a3 V)
- dJumlah Pelayanan pelaksanaan 5
Kegatan Rapat-rapat Koordinasi dan rapat koordns! dan konaultas ke 2 bulan Kaaubbgg TU dan
Komsulasi ke |uar daerah I3 Asserah [Kepegawatan (8ss V)
Fengadaan Feralatan Gedung Kasubbag TU dan
Karior Jumlah peralatan gedung kantor 2 Unit Kepegawaian (55 I\)
Femeliharaan rulinberkala Gedung Jumlah pemaliharaan ridindberk ala 2 bulan Kagubbag TU dan
Peningkatan Sarana Karior gegung kantor Kepegawaian (853 |V)
dan Prasarana Femelharaan rulinberkala Jumlah pemelinaraan kendarsan 5 unit mobill Kasubbag TU dan
aparatLr Kendaraan Dinas’ Operasional dinas/operas ional 16 uni motor Kepegawaian (es3 I\V)
Pemeliharsen rulinvberkala Peralatan | Jumlah pemeliharaan perlalatan mz;( G"?F’im” Kagubtag TU dan
Gedung Kantor gadung kantor érl:cer Kepegawaian (gss V)
Frogram Peningeatan | Fengadaan pakaian dinas beserta dJumlah pengadaan pakaiandins 182 stel Kasubbag TU dan
Diiplin Aparalur perlengkapannya beserla perlenghapanmya Kepegawaian (ess V)
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: Indikater kinarja Kegalan TAHEET
PROGRAM KEGIATAN (Outputikeluaran Ny PENANGGUNG JAWAS
g |gmbrgn nspents | AmEATLIIOU | g T
Diya Aparalir Peraturan Perundang-Lndangan Paraluran Perundang-Undancan Kepegawaian (g3 V)
Jumlah Dokumen REMJA (Rarwal,
Rarcangan Rancangan Akhir dan 4 dokumen
REMJA yang difetapkan)
Frogram Feningkatan
Pengembangan durrialy Dosuren Ferahen K esUbbag Perencanaan
Sistem Pelaparan Fary LAy aparan £inera. dan HEMA | Rencangan, Ranangan 3 dokumen Evaluasi dan pelzporan
e ; Ikhtisar realisasi kinerja Ak hir dan Perubahan RENA yang
Capalan Kinera dan dietanian program (35 1V)
Keuangan apkan)
Jumiah Dokumen LK {LAKIF,
LPRK, LPPD, Bvaluasi Renja dan 5 dokumen
Hemstra)
Jumlah Dekumen Rancangan Awal
RKPD 1 dokumen
dJumlah Dokumen Rancangan
AKPD 1 dokumen
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir ,
RKPD | dekumen
Periyisunan Rencana Kerja f”mlﬂh Dekumen RKFD yang d { dokumen
Pemeriniah Daerah (RKPD) sahkan
Jumlah Dokumen Rancangan , '
Perubaran AKPD  doklimen
dumlah Dokumen Rancangan Akhir
Perubahan RKPD e
Jumlah Dokumen Perubahan Ak
RKPL yang di sahkan !
dJumlah Dokumen Rancangan Awal
RENJA SKPD/PD b
Jumlah Dokumen Hancangan
RENJA SKPD/PD H4 dOKIMEN | ogubtig Dt Evallisi
Program Ferencanaan Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 44 dokumen dan Pelaporan {ess V)
Fembangunan Daerah RENIA SKPDPD
an BEN LA 2K Jumiah Dokumen RENJA
Penysunan RENJA SKPD SKPDFD yangd| sahkan 44 dokumen
Jumlzh Dokumen Rancangan
Perubahan RENJA SKPDPD L
Jumlah Dekumen Rancangan Akhir
Perubatan RENJA SKPDPD oo
Jumlah Dokumen Ferubahan 44 dokumen
RENJA SKPD/PD yang di sahkan
Jumlah dokumen sinkranisas|
[ oordinasi dan Sinkronisasgi pragram pembangunan daerah (- dokuman
Perercanaan Pembangunan Deerah | terhadap program provinsi dan
pusal
Jumiah Dok umen Monitoring.
Nonitoring, Evaluasi, Pengendalian
dan P elaparan Pelaksanaan Pelg:ﬂif;;gﬁg;}::ﬂ?; edr?:r; G 2 dakumen
Hencana Fembanguran Dasrah Pembangunan Dasrzh
Fenyusunan Laporan Keterangan Risiliohid Pangambangen
Yy P e Jumlah dokumen LIKRJ | dokumen Program dan Kerasama

Pertanggungawaban (LKPJ)

(653 V)




FROGRAM

KEGIATAN

irdikator kinerja Kegelan
{Opi/keluaran

TARGET

PENANGGUNG JAWAR

Frogram Perencanaan
Pembangunan
Elonami

K.ocordinesi Perencanaan Program

dan Kegialan Fembangunan Hidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyLeunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkal
Daerah Lingkup Sumber Daya
Alam

4 0PD

Jumlzh dokumen |aporan
Keordingsi Perencanaan Program
dan Kegialan Pembangunan
lingkup Sumber Dava Alam

2 Dokumen

Kasubbid Sumber Daya
Alam [(ess V)

Jumiah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Ferangkat
Daerah Lingkup Ekonomi

3 0PD

Jumlah dokumen lapaoran
Koordinas| Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan
lingkup ekenom)

2 Dokumen

kasubbid Ekonom
(eaz V)

dumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkal
Daerah Lingkup Pengawasan dan
kelLangn

30RD

Jumlah dokumen laporan
Koordines! Perercanaan Frogram
dan Keglatan Fembangunan
lingkup Pengawasan dan
Keuangan

| Dokimen

Kesubbid Pengawasan
dan Keuangan [eas V)

Frogram Ferencanaan
Pembangunan Sosial
Pemerintahan

Koordings! Perencanaan Program
dan Kegiatan P embangunan Hidang
Sosial Hudaya

Jumlah P engendalian dan Evaluas
peryuaunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkat
Daerah Lingkup Kesra,
keteriraman dan Ketertiban Umum

50PD

Jumlah dokumen laparan
Koordinas| Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan
lingkup Kesra, kelentraman dan
Keteriban Umum

| ‘dokumen

Kasubbid Kesra,

keteniraman dan

Ketertiban Umum
(ess V)

Jumlah Pengendalian dan Evaluas
peryusunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan P erangkat
Daerah Lingkup Sosial

4 0RD

dJumlah dokumen laparan
lKoordinas| Perencenaan Program
dan Kegiatan Fembangunan
lingkup S ogial

2 dokumen

Kasubbid Sosial (ess V)

Jumlah Pengendalian dan Evaluas)
penysunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Ferangkat
Daerah Lingkup Femerintahan dan
50M

7 OPD

Jumlzh dokumen laporan
Koordinaz| Pererc anaan Frogram
dan Keglatan Pembangunan
[ingkup Pemerintahan dan SOM

2 dokumen

K esUbbid Pemerntahan
dan 30M {33 V)




: irdikatar kinerja Kegialan TARGET ‘
PROGRAM KEGIATAN (Outputikeluaran Ny PENANGGUNG JAWAS
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyuaunan dan Pelaksanaan 2 0PD
Dokumer} perencanaan Peranglat =
Daerah Lingkup Infrastruktur EALB (Rt
Jumlah dokumen laporan otk
Koordinas| Perercanaan P rogram
dan Kegiatan Pembangunan 2 Dokcurmen
lingkup [ nfrast rukiur
Jumlah Pengendalian dan Evalussi
pernyLaunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkal 30RD
Daerah Lingkup Hencana dan
Program Perencanaan Lngkungan Hidup
Prasarana Wilayah Kai sty ol sl Brercaringn Kesubbid Et_ancana gan
dan Sumber Daya : gp sfibangLran Sarane dan Jumlah dokumen laporan Lngkungen Hidup (ess IV)
Alam dan Lingklngan Prasar;rsa Koordinas| Perencanaan Program
Hidup dan Kegiatan Fembangunan 2 Dok umen
lingkup Bencana dan Lingkungan
Hidup
dJumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Felaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkal 30RD
Daerah Lingkup Perhubungan dan
itformatis {Kasubbld Perhubungan
Jutmiah dokumen Taporan dan Infermatika {ess [V}
Koordinas! Perencanaan Program
dan Keglalan Pembangunan | Dokumen
lingkup Perhubungan dan
[nformatika
Pengumpulan, Updaing dan Analisa | Jumlah Dokumen Lapaoran Progres ; - N
Data Informasi Capaian Tanget Pembangunan Pemenntah Deerah 3 Dokumen r;aﬁug :}d Da; ?:ilﬂal
Kinera Program dan Kegiatan ke Pemerintah Pusal ) G (o
Fenyusunan Setem [nformasi Jumlzh Dokumen Kompenen
Pembangunan Daerah (SIPD) Data/Informas Tingkat Kemajuan F.esubtnd Pengembangan
Pembangunan Daerah Standar I Dokumen | Frogram dan Kerasama
Masional (mss V)
% . St K.a=ubbid Pengembangan
Frogram Foya umng mﬁ? k- Stk Jumlah dokumen data statisth 2 Dokumen | Program dan Kerjasama
Pengembangan Data aera (ess IV)
dan Informas|
- - Terlaksananya Forum Tanggung
Ffru:r: Iangrulg;ng Jawhab sﬁjgﬁ?n Jawab Scsial dan Lingkungan 0 Kasubbid Ekonomi
ng unga s e Perusahaan (TJSLP) Kab Tanjung | Ferusahaan (Bss V)
Kab Tanjung Jabung Barat
Jabung Barat
Penyuzunan Dala dan [ nformasl Jumlah dekumen dokumen data ; &
= Kasubbld Sumber Daya
Ferekonomian Daerah Kab.Tanjab | daninfermasi perekenomian 1 Dokumen
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Harat daerah
E;Un@mmtl;‘::a;ﬂan aan L omta Karya |imiah dan Inovas dJumlah lomba kanya miah dan { Kegatan Kasubbid Inovesi dan
qaerg'fh g Teknologi Tepat Guna Inovasi teknclcy tepat guna 9 Teknolog {ess V)




2.3. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekms Perjanjan
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian
Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran
mengenal Tingkat Pencapailan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan
dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikater kinerja dan
dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja im di
batasi pada sasaran strategis dalam pencapailan target Indikator Kinerja
Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan
daerah terdir1 dan sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah dan memingkatkan daya dukung data dan informasi
sebagail basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapal sasaran strategis Memngkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja
Utama yvaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesua perencanaan dan IKU
2 Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional
mdikater kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capalan kinerja sesua

perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :




OC 1 +VP 1. +VP 2.

IKU1l =
3
Dimana :
IKU 1 adalah indikater kinerja Utarma Persentase capaian kinerja sesuai
perencanasan
OCl. indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Pelaporan tepat waktu
Permmbangunan Dasrah)

VP 1 adalah Tingkat Kelengkapan Dolkumen
Peraturan perundang — undangan (Variabel Pendukung 1]
IK2. Tinglkat pelalksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

(Variabel pendulkung 2)

(outcormne program Perencanaan

Perencanaan =esual

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan

Daerah), d1 hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu

0C1. =

jumlah dokumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2020 yang harus di selesaikan

tepat waktu sesual dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 196

dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 disusun bulan 1 Permendagri 86/2017
Desember tahun 2020 pasal 74
Musrenbang  REPD tahun 2021 di kecamatan :
dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan 13 Permeridagri 86/2017

Februari tahun 2020 (dekurmen musrenbang kecamatan)

pasal 98 ayat (3]

Musrenbang  REPD tahun 2021 kabupaten
dilaksanalan paling lambat pada munggu keempat
bulan Maret tahun 2020 (dolkumen musrenbang kab|

Permendagri 86/2017
pasal 94 ayat (4]

Raneangan RKPD Tahun 2021 minggu pertama bulan
April tahun 2020

Permendagri 86/2017
pasal 88 ayat (2]

Ranecangan Alhir RKPD Tahun 2021 selesai alchir Bulan
Met Tahun 2020

Permendagri 86/2017
Pasal 101 ayat (4]
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NAMA DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
Rancangan Perkada REPD Tahun 2021 dilarim ke bupati 1 Permendagri 86/2017
untulk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2020 Pasal 103 ayat (2]
Penetapan Perlrada EKPD Tahun 2021 satu rminggu | Permendagri 86/2017
setelah RKPD Provinsi di tetapkan Pasal 104 ayat (2
Eanecangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 44 Permendagri 86/2017
disusun minggu pertama bulan Desermber tahun 2020 Pasal 126 ayat (2)
Rancangan RENJA Peranglsat Daerah Tahun 2021 44 Permendagri 86/2017
dildirm ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2020 Pazal 133 ayat (2)

y i o Talel

Rancangan Alzhir RENJA Peranalfrlat D?a.erah 'I'ahun 2021 Perrisidsighh 86/2017
dildrim ke bappeda untulz di Verifikeasi, satu minggu 44 Pasal 139 ayat (2]
setelah RKPD ditstaplan asal 135 ayat [
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, satu 44 Permendagri 86/2017
Bulan setelah REPD ditetapkan pasal 142 ayat [2)
Penyusunan Laporan Ketsrangan Pertanggungjawaban 0"
(LKPJ) tahun 2019 di bulan maret tahun 2020 ! PRNe 3 sy 2007

Variabel pendulung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan

sesual Peraturan perundang — undangan, di hitung dengan formulasi logika

sebagai berikut :

realisasi dokumen

VP 1.=

~ jumlah dokumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2020 vang harus di selesankan

sesual dengan ketentuan Peraturan Menter1 Dalam Negeri No. 86 Tahun

2017 sebanyvak 331 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN

JUMLAH

KETERANGAN

Dokumen musrenbang tahun 2021 tingkat Kecamatan

13

Dokurnen musrenbang tahun 2021 tinglat Kabupaten

Rancangan Awal REPD tahun 2022

pasal 74 ayat

Rancangan RKFD tahun 2021

Fas=al 85

Rancangan AKHIR RKPD tahun 2021

pasal 100
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NAMA DOKUMEN

JUMLAH KETERANGAN

REPD tahun 2021 1 pasal 14 ayat (1]
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020 1 pasal 346
Rancangan Althir Perubahan EKPD tahun 2020 1 Pasal 353
Perubahan REPD tahun 2020 ] Pasal 355

Rancangan Awal RENJA Peranglat Dasrah tahun 2022

4 PASBAL 126

surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman

penyempurnaan rancangan awal PRenjaPerangkat
Daerah

Eancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2021

44 PASAL 131

Rancangan Alhir RENJA Peranghkat Daerah tahun 2021

44 pasal 138

RENJA Peranglcat Daerah tahun 2021

44 Pasal 139

surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Fenja
Peranglat Dasrah

1 Pasal 351

Rancangan Perubahan EENJA Perangkat Dasrah tahun 2020

44 pasal 360

Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangleat Daerah tahun
2020

44 pasal 363

Perubahan RENJA Peranglat Daerah tahun 2020

44 pasal 368

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review

Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi evaluasi
VP 2.

- jumlah evaluasi yang harus dikerjakan

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2020 yang harus dilakukan

sesual dengan ketentuan Peraturan Menter1 Dalam Negeri No. 86 Tahun

2017 sebanyak 227 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI JUMLAH

KETERANGAN

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijalan 1
REFD (Proses Penyusunan|

FORM E.35 dan E.36 ganti
nama E.66 dan E.67

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijalkan

FEENJA (Proses Penyusunan)| 4

FORM E.70 dan E.71

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaltsanaan 1
RPJPD

FORM E.31 Gantinama E.72
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RRPIMD

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 1 FORM E.33 diganti nama

E.74

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RENSTRA Peranglat Daerah

44 FORM E.73

REPD

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

FORM E.35 diganti nama
E.76

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RENJA Peranglsat Dasrah

44 FORM E.75

FORM E.56 diganti nama

Evaluasi terhadap hasil ERIPD 1 E77
Evaluas: terhadap hasil ERJMD 1 E(;FEM £-38 dipantinaig
Evaluasi terhadap hasil RKPD 1 E);;M F:60 dighinG s

Daerah

Evaluasi terhadap hasil EENSTRA Peranglat

44 FORM E.B0

Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah 44 FORM E.81

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) Persentase

keselarasan dokumen perencanaan, dimitung dengan formulasi logika :

Dimana

1KU 2.

oc 2.

oc 3.

oCc 4.

0C 2.+ 0C 3.+ 0C4.
3

IKU 2.=

adalah indilkator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen
perencanasan

adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup Ekonerni dan Sumber Daya
Alam

adalah indikator kinerja outcome Tinglat Keselarasan Doltumen
perencanaan pembangunan linglkup sosial dan pemerintahan
adalah indikater kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan linglup sarana dan pragarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah

program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program

REKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah

tethadap program REPD, program Renja perangkat daerah terhadap




program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah
terhadap kegiatan REPD. kegiatan Renja perangkat daerah terhadap

kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup FEkonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung
menggunakan formulasi logika :

. keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda

jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber
daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat
daerah terhadap program RPJMD, program REKPD terhadap program
RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program REKPD,
program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat
daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan REKPD,
kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat
daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah
perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah vang
dibagi menjadi 3 sub bidang antara lamn hngkup subbid ekonomi 3
perangkat daerah, hingkup subbid sumber dava alam 4 perangkat daerah,

lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.




Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lngkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan

formulasi logka :

0c3 keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem

jumlah perangkat daerah lingkup Sospem

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan
Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra
perangkat daerah terhadap program RPJMD, program REPD terhadap
program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program
RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra
perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan
REKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra
perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerntahan, sedangkan
jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat
daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra,
hngkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah,
hngkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, hingkup subbid Pemerintahan

dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan

formulasi :

keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras

0C4.=
jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras




Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana,
dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan REKPD, kegiatan Renja
perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah hinglkup
bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang
menjadi mitra sebanyvak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub
bidang antara lain hngkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah,
lingkup subbid Bencana dan hngkungan hidup 3 perangkat daerah,
hngkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat
daerah.

Diskripsi operasional indikator kmnerja utama (IKU 3.) Persentase
ketersediaan dan informasi yang wvalid dan terbaru, dihitung dengan

formulasi ;

jumlah output dokumen data informasi

IKU3.=
' jumlah d okumen data infoermasi yang dibutuhkan

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dolumen dan
keluaran lkegiatan tahun 2020 dengan produk berupa data dan
infermas yang mendulung perencanaan pembangunan,

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumsn
dengan produls berupa data dan informasi yang mendukung
perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020

Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan tahun
2020 sebanyvak 7 dokumen, diperoleh dari program pengembangan data

dan informasi.




Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 4.) Persentase

pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

jumlah penelitian yang dimanfaatkan
jumlah penelitian yang direncanakan

[Ku4.=

Dimana :
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah peneliban yang di

tindalklanjuti.
Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian yang di
direncanakan pada tahun 2020,

Jumlah penelitian yvang direncanakan tahun 2020 sebanyak 4
vanabel, terdinn dari program penelitian dan pengembangan daerah 1

penelitian.




BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2020

Akuntabilitas kinerja merupakan kewapban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau
tindakan perorangan/badan hukum/pmpinan kolektif organisasi secara
transparan berkaitan dengan tingkat pencapailan sasaran organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menenma
pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunya tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan
pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan,
diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKJIP)
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut, diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja,
Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja

vang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.
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EKinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai
Tingkat Pencapalan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan diperlukan
pengukuran kinerja yang dirumuskan dengan diskripsi operasional
masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi
logika.

Sesual dengan formulasi pengukuran kinerja sebagaimana di uraikan
d1 bab sebelumnya, Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di

sajikan dalam tabel berikut :




TABEL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
TAHUN 2018 — AKHIR PERIODE TAHUN 2021

AKHIR PERIODE TAHUN

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 2021
INDIKATOR KINERJA indikator kinerja program SATU :
Sl SASARAN PG (Outcome) AN | TAR | REALI | TAR | REALI | Capaian | TAR | REALI Cgﬁa' TARG | REALI | Capaian
GET | SASI | GET | SASI Kinerja GET | SASI Kineria ET SASI | Kinerja
E:;ig?f;i;g;:;%k'“e”a % | 70 86 9 | 954 | 10727 | 90 %9 | 10914 | 9 | 7189 | 7567
(IKU 1) Proaram Perencanaan Persentase Penyusunan Dokumen
Pengbangunan Daerah Perencanaan dan Pelaporan tepat % 80 87 100 90,82 90,82 100 92,86 99,49 100 85,57 85,57
waktu
gg&zi:‘gssef::sg::s” % | 8 | T 85 | 8846 | 10407 | 85 | 8581 | 10095 | 90 | 8846 | 98,29
SASARAN STRATEGIS 1. (IKU 2) Persentase Keselarasan Dokumen
Meningkatknya kualitas Program Perencanaan perencanaan pembangunan
perencanaan Pembangunan Ekonomi | lingkup Ekonomi dan Sumber Daya % 8 7 8 87.79 103,28 8 8566 | 100,78 %0 87,79 97,54
Pembangunan Daerah Alam
Program Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen
Pembangunan Sosial perencanaan pembangunan % 85 68 85 88,06 103,60 85 85,75 | 100,89 90 88,06 97,85
Pemerintahan lingkup sosial dan pemerintahan
Program Pergncanaan Persentase Keselarasan Dokumen
Prasarana Wilayah dan b % | 8 | 67 | & | 8952 | 10532 | 85 | 86,01 | 10119 | 90 | 8952 | 9947
Sumber Daya Alam dan perencanaan pembangunan o , , , , , ,
: : lingkup sarana dan prasarana
Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan
data informasi yang valid % 65 106 65 86,49 133,06 65 100,00 | 153,85 70 75,81 108.29
dan terbaru ’
SASARANKSIFALEGB 2. (KU 3) Program Persentase kelengkapan data yang
meningkatkan daya i i basi
dukung A Pengembangan Data ;:'r'gn‘g:];zﬁ?nf;:rfgi:;’S'S % | 65 | 106 | 6 | 849 | 13306 | 65 | 10000 | 15385 | 70 | 7581 | oo
sebagai basis dan Informasi daerah
perencanaan
pembangunan daerah E:;ﬁ?éﬁgﬁtgima”faata” % 10 16 10 | 1500 | 150,00 | 10 10,00 | 100,00 | 20 | 1500 | 7500
(IKU 4) i ;
Progam Penelitian dan Persgntase pemanfaatan hasil % 10 16 10 15,00 150,00 10 1000 | 100,00 20 15,00 75,00
Pengembangan daerah | penelitian dan pengembangan
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1. Sasaran  Strategis Meningkatnya Lkualitas perencanaan

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis Memngkatnya
kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah Persentase capalan
kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen

perencanaan dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase capaian kinerja sesuai
perencanaan.

Realisas1 Indikator kinerja Utama Persetase capalan kinerja sesuai
perencanaan, yaitu sebesar 96,92% dar target 90% atau capailan kinerja
sebesar 107,69% yang diukur dengan formulasi rata-rata dar1 satu vaniabel
outcome program (Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan tepat waktu) dan dua variabel pendukung (persentase
Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang —
undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen
Perencanaan). Pengukuran imdikator kinerja utama tersebut dicapai

melalui program :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Progam perencanaan pembangunan daerah di lakukan dalam rangka
memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten
maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan di
evaluasi sesual dengan kaidah peraturan perundang-undangan vang
didukung dengan menjalankan 3 kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Kegiatan Monitoring, Ewvaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
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Output dan 3 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan

pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur

dengan satu outcome yaitu Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Pelaporan tepat waktu yang dihitung dengan formulasi logika (Realisasi

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat

waktu)/(Jumlah dokumen yvang direncanakan) x 100%.

Adapun target dan outcome program tersebut sebesar 100% dan

terealisas1 92,86% atau capaian kinerja sebesar 92,86% dengan rincian

variabel sebagai berikut :

Tabel.

realisasi indikator outcome Persentase Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISASI
Musrenbang RKPD tahun 2021 di kecamatan dilaksanalcan paling
lambat pada minggu kedua bulan Februar: tahun 2020 (dokumen 13 13
musrenbang kecamatan)
Musrenbang RKPD tahun 2021 kabupaten dilaksanakan paling
lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2020 (dekumen 1 1
musrenbang lab)|
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 disusun rmunggu pertama bulan 1 )
Desember tahun 2020
Rancangan RKPD Tahun 2021 minggu pertama bulan April tahun 2019 1 1
Raneangan Alshir RKFD Tahun 2021 selesai alkchir Bulan Mei Tahun 1 1
2020
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2021 dilarim ke bupati untulk di 1 1
undangkan Alhir Bulan Juni Tahun 2020
Penetapan Perlkada RKPD Tahun 2021 satu minggu setelah RKPD 1
o 1

Provinsi di tetapkan
Rancangan Awal RENJA Peranglat Daerah Tahun 2022 disusun 44

; = 35
minggu pertama bulan Desember tahun 2020
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dilarim ke bappeda; 44 40
Minggu ke tiga maret tahun 2020
Rancangan Alzhir RENJA Peranglat Daerah Tahun 2021 dikirim ke 44 a4
bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah REPD ditetapkan
Penetapan RENJA Perangleat Daerah Tahun 2021, satu Bulan setelah 44 44
REPD ditetaplan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKRJ] tahun 1 1
2019 di bulan maret tahun 2020
Jumlah 196 182
Prosentase realisasi 92.86 %%




Selain outcome yang menjadi indikator kinerja program, pada

program ini terdapat dua variabel pendukung untuk perhitungan IKU 1

yaitu persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan

perundang — undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Rewiew

Dokumen Perencanaan dengan hasil sebagaimana tabel bernikut :

Tabel.

variabel pendukung persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan
sesuai Peraturan perundang — undangan

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISAEI

Dokurmen Musrenbang REFPD tingkat kabupaten tahun 2021 1 1
Dokumen Musrenbang REPD tingkat kecarmatan tahun 2021 13 13
Rancangan Awal BKPD tahun 2022 1 1
Rancangan BKPD tahun 2021 1 1
Rancangan AKHIE REPD tahun 2021 1 1
REPD tahun 2021 1 1
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020 1 1
Rancangan Alchir Perubahan REKPD tahun 2020 1 1
Perubshan RKPD tahun 2020 1 1
Rancangan Awal RENJA Peranglat Daerah tahun 2022 44 40
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan 1 1
rancangan awal PRenja Perangkat Daerah
Rancangan RENJA Peranglkat Daerah tahun 2021 44 44
Rancangan Alchir RENJA Perangkat Dasrah tahun 2021 44 £
RENJA Peranghkat Dasrah tahun 2021 44 44
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja 1 1
Peranghkat Daerah
Rancangan Perubahan RENJA Peranghkat Daerah tahun 2020 44 44
Rancangan Alhir Perubahan RENJA Peranglat Daerah tahun 2020 44 44
Perubahan RENJA Perangleat Dasrah tahun 2020 44 14

Jumlah 331 327

Prosentase realisasi 98,79 %
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Tabel.

realisasi variabel pendukung persentase pelaksanaan Evaluasi/Review

Dokumen Perencanaan

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijalkan RKPD (Proses 1 1
Penyusunan|
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijalan RENJA [Proses 44 44
Penyusunan)
Pengendalian dan evaluas: terhadap pelaksanaan PRIPD 1 D
Penigendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 1 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Peranglkat 44 44
Daerah
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan REPD 1 1
Pengendalian dan evaluas: terhadap pelaksanaan RENJA Peranglat 44 44
Daerah
evaluasi terhadap has=il ERJPD 1 0
evaluasi terhadap hasil RRJMD 1 1
evaluasi terhadap hasil REPD 1 1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Peranghkat Daerah 44 44
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah 44 44
Jumlah 227 225
Prosentase realisasi 99,12 %

Dari sisi capaian Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase

capalan kinerja sesual perencanaan, sudah melebihi target vang

ditetapkan, yaitu sebesar 96,92% dari target 90% atau capaian kinerja
sebesar 107,69%, namun masih perlu penekanan terhadap pencapaian
outcome Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
tepat waktu yang terealisasi 92,86 % dan 100% target yang ditetapkan.
Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja vang sudah di
tetapkan perlu pemahaman yang lebih mendalam dalam menjalankan
setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap
dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuail dengan form dan
waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan
tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan

kabupaten akan menyvusun jadwal perencanaan terinci sampai
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perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan koordinasi penyusunan

dokumen perencanaan dari tahap awal penyusunan.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 2) Persentase keselarasan dokumen

perencanaan,

Realisas1 Indikator kinerja Utama Persentase keselarasan dokumen
perencanaan, vaitu sebesar 85.8 1% dar1 target 85% atau capaian kinerja
100,95%, yang di capai melalui 3 program, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomai

Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk
memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada
konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran
melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan
baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat
Daerah kemitraan hngkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapair dengan
melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Output dan kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan
diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lhngkup FEkonomi dan Sumber Daya Alam (Outcome
Program) dengan realiasi sebesar 85,66% dar1 target 85% atau capaian

kinerja 100,78 %.




Tabel.

realisasi outcome Program perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
¢ keselarasan | keselarasan | kesclamsan | Kesclarasan | keselarasan | keselamsan
Perangkat Daerah lingkup , X . K oci Kooi
Flicniid dan Suriba: Diava program prograim program program egiatan egiatan
ik RENSTRA RKPD RENJA RENIJA RENJA RENJA
terhadap terhadap tethadap terhadap terhadap terhadap
RPIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas penanaman |1mda]_dam 100 % 75 9 100 % 75 @, 100 % 68 %
pelayanan terpadu satu piniu
Dinas koperasi, usaha kecil,
menengah, perindusirian dan 67 % 67 % 100 % 50 % 100 % 67 G
perdagangan
Dinas tenaga kéra 100 % 100 % 100) % 100 % 100 T4 %
Dinas ketahanan pangan 100 % 100 % 100 %% 100 % 100 G T8 o
Dinas perikanan 104 5 100 % 100 % 100 % 1040 S 100 %
HAAs Tandmjn pangan dan 100 % 86 % 83 % 7% 100 % 72 %
holukultura
AR T R DA 100 % 89 % 100 % 89 % 100 % 74 %
peternakan
Bedan pengelola keumem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 84 G
dan aset daerah
Batln pengéloin pajaic din 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 72 %
retribusi daerah
Inspekiorat 100 % 100 & 100 %o 100 % 100 % 93 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Ekonomi 88,9 % 30.6 % 100.0 % 75.0 % 1000 % 69.5 %
Linghup Subbld Sumber Daya | o009 | 937% | 95.8% | 901% | 1000% | 8109
Lingkup Subbid Pengawasan | 004 | 100,0% | 1000% | 1000% | 1000% | 832%
dan Kevangan
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2021 96,3 % 91,4 % 98.6 % 88.4 % 100.0 % 77.9 %
Lingkup Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 85,66 %
2021 Lingkup Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
B. Program Perencanaan Sosial Pemerintahan
Program  Perencanaan  Pembangunan  Sosial Pemerintahan

dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan

pemernntahan yang difckuskan pada konsistens: program dan kegiatan

dalam mendukung tujuan dan sasaran melalm keselarasan program dan

kegiatan antar dokumen perencanaan bailk untuk skala kabupaten

maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lhngkup
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bidang sosial dan pemerintahan vang dicapai dengan melaksanakan 1

kegiatan vaitu Kegiatan Koordinasi
Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Output dari

dan Sinkronisasi

Perencanaan

kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan

pelaksanaan Program Perencanaan Sosial Pemenntahan dan dimukur

dengan wvariabel Persentase

Keselarasan Dolaimen

PErencanaan

pembangunan lingkup sosial dan pemerntahan (Outcome Program)

dengan reahasi sebesar 85,75% dar1 target 85% atau capaian kinerja

100,89%.

Tabel.
realisasi outcome Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Pemerintahan
Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | Keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sosial dan pemerintahan RENSTRA RKFPD RENJA RENJA RENJA RENJIA
terhadap terhadap terhadap terhidap terhadap terhadap
RPIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas pendidikan dan 106 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87 @
kebudayaan
Dinas keschatan 92 % 92 T 100 % 100 % 10O G 92 %
o . 67 % 100 % 100 % 75 % 100 % 55 %
docrah
sy paciwikala kepomudaan | g, 67 % 100 % 67 % 100 % 84 G
dan olahraga
Siuen Joegiingioenge tan 50 % 100 % 100 % 67 % 100 % 68 %
politik
Dinas sosial 100 % 100 % 100 G 100 % 100 % tb %
Dinas pemberdayaan
pérémplsan, perlinciingan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 84 o
anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
Dings Kepanudikan dan 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 60 %
peneataian sipil
Dinas pemberdayaan i 33 = p i e
mvaFardanidis 50 % 60 % 100 S 75 G 100 % 76 %
Sekretariat dacrah 94 G 89 % 100 %0 94 % 100 % 99 %
Sekretariat dprd 100 % 100 %o 100 %o 100 G 100 %0 82 %
HACH potscnil 88 % 75 % 100 % 86 % 100 % 81 %
pembangunan daerah
Badan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya 100 % 100 G 33 % 33 % 100 % 7 %
duerah
Kecamatan tungkal ilir 57 4o % 100 %o 90 100 % 6l S
Kecamatan tungkal ulu 50 G 38 G 100 38 G 100 % 34 %
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Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program prograim program Kegiatan Kegiatan
sosial dan pemerintahan RENSTRA RKPD RENIA RENIJA RENJA RENIA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Kecamatan pengabuan 75 5 100 % 100 % 80 G 100 %0 62 %
Kecamatan seberang kota 100 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan merlung 100 % 100 % 75 % 50 G 67 S H) G
Kecamatan muara papalik 100 G 100 % 100 e 100 G 100 G 100 56
Kecamatan beam ilam 100D e 38 G 100 0 G 100 % 38 9%
Kecamatan kuala betara 100 G a8 G 100 S 0 G 100 % 54 %%
Kecamatan renah mendaluh 100} e 88 9o 100 %0 92 % 100 % 100 %6
Kecamatan batang asam 100 % 100 G 100 % o1 % 100 % 92'%
Kecamatan betara 100 % 86 T 100 % 53 % 100 % 47 G
Kecamatan senyerang 100 % 100 % b % 70 % 73 % 73 %
Kecamatan tebing tinggi 100 % 100 % 100 % B3 % 100 % 69 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan linglkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Kesra,
ketentraman dan ketertiban 31.8 % 918 % 1000 % 817 % 100.0 % T1.2 %
umuim
Lingkup Subbid Sosial 95.0 % 175 % 100.0 % 81.3 % 100.0 % 12,2 %
Lingkup Subbid Pemerintahan =
= A 20 0 [y 216 0 o
dan Sumber Daya Manusia 61.3 % 88.9 % 96.1 % 72.1 % 1000 % 66,7 %
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Peréncanaan
Perangkat Daerah Tahun 2021 794 % 86.1 % GR.7 % 78.3 % 100.0 % 72,1 %
Lingkup sosial dan
pemerintahan
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Perungkat Daeruh Tahun 2021 8575%

Lingkup Sosial dan
Pemerintahan

C. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup dilaks anakan untuk memacu pembangunan daerah

di bidang sarana dan prasarana yvang difokuskan pada konsistensi program

dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan

program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baisk untuk skala

kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan

hngkup sarana dan prasarana vang dicapan dengan melaksanakan 1
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kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan Bidang sarana dan prasarana.

Output dari

kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan

pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Persentase

Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lngkup sarana dan

prasarana (Outcome Program) dengan realisasi sebesar 86,01 % dar target

85% atau capailan kinerja 101,19 %.

Tabel.

realisasi outcome program perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselamasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan

Peranghkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sarana dan prasarana RENSTRA RKFPD RENIA RENIA RENIA RENIA

lethadap terhadap terhadap terhadap terhadap ierhadap

REIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
[iras pelesriat toym dan 93 % 1% 100 % 7% 100 % 58 %
penataan ruang
Dinas perumahan dan kawasan 83 % 83 % 100 % 100 % 100 % 91 %
permukiman
Dines pamadam kebalarandan. | 54 100 % 100 % 100 % 100 % 83 %
penyelamatan
Dinas lingkungan hidup 100 % 100 % 100 5 100 % 100 G 60 %
Badan penanggulangan 50 % 50 % 100 % 33 100 % 64 %
bencana
Dinas perhubungan T8 % 15 % 100 % 100 % 100 % 69 %
Dirastkomuikastdan 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %
informatika
Hirss pErpistakann fan 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 67 %
kearsipan
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Infrastrukrur 88.1 % 774 % 100,0 % 88,5 % 100,0 % 74,2 %
Lingkup Subbid Bencana dan 5 i g w1 g o 9t o a9 o
Lingkungan Hidup 833 % 83.3% 100,00 % 77.8 % 1000 Y% 69.2 %
Lingkup Subbid Perhubungan. | - o3 9. | 6390 | 1000% | 1000% | 1000% | 78.6%
Komunikasi dan Informatika
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan - . .

0 U [/ ar a7 a,
Perangkat Dacrah Tahun 2021 784 % 74.9 % 100.0 % 88.7 % 1000 % 74,0 9
Lingkup Sarana dan Prasaran
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2021 §6.01%
Lingkup Sarana dan Prasarana
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Secara umum Prosentase keselarasan antar dokumen Renja
terhadap Renstra tingkat keselarasannva menjadi kendala dalam
pencapaian tingkat keselarasan, hal tersebut di karenakan perencanaan
renstra terlalu banyak menganggarkan kegiatan dengan mengabaikan
kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keselarasan dalam
rangka mengejar target keselarasan dokumen perencanaan solusi
kedepannya Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen
perencanaan perlu menmingkatkan koordinasi penyusunan dokumen
tahunan OPD dengan memperhatikan dokumen lima tahunan dan dokumen

perencanaan kabupaten.

2. Sasaran Strategis meningkatkan daya dukung data dan informasi

sebagai basis perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis daya dukung data dan
mformasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah
Persentase ketersediaan data informasi1 yvang wvalid dan terbaru dan
Persentase pemanfaatan hasil penelitian dengan prestasi kinerjanya

sebagaimana uraian di bawah 1m :

I. Indikator Kinerja Utama (IKU 3) Persentase ketersediaan data

informasi yang valid dan terbaru.

Realisas1 capaian indikator kinerja Utama Persentase ketersediaan
data informasi yang valid dan terbaru yaitu sebesar 100 % dar: target 65 %
atau capalan kinerja 154 % vang dicapai melalul program Pengembangan
Data dan Informasi.

Program pengembangan data dan informasi dilaksanakan untuk

melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan




sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah vang dicapai
dengan melaksakan 4 kegiatan.

Output dan keglatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi dan diukur
dengan wvariabel Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru
sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (outcome program)

dengan realisas1 100 % dar1 target 65 9% atau capaian kinerja 154 %.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 4) Persentase pemanfaatan hasil

penelitian

Realisasi indikator Utama Persentase pemanfaatan hasil penelitian sebesar
15% dar1 target 10% yang ditetapkan atau capaian kinerja 150 % yang
dicapar melalu1 program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya.

Program Penelitian dan Pengembangan daerah dilaksanakan dalam
rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalu kegiatan di
perangkat daerah yang membutuhkan dan dicapai dengan melaksanakan

1 kegiatan.

Output dan kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah dan dimukur
dengan wvariabel Persentase pemanfaatan hasil penelitan dan
pengembangan (Outcome program) dengan realiasi sebesar 10% dar target

10% atau capaian kinerja 100%.




3.2. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar
Rp. 8.308.483.771,00 dengan reahsasi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp. 7.980.485.311,00 atau 96.,05% sehingga sisa dari anggaran sebesar

Rp. 327.998.460,00 yang meliput: :

a. Belanja Tidak Langsung
Anggaran Belamja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan
sebesar Rp. 4.100.414.300,00 realisasi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp. 3.946.464.509,00 atau 96,25% atau sisa anggaran sebesar
Rp. 153.949.791,00.

b. Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 11 (Sebelas) Program
dan 34 (Tiga puluh Empat ) kegiatan, ditetapkan anggaran sebesar
Rp. 4.208.069.47 1,00 realisasi per 31 Desember 2020 sebesar 95,86%
atau Rp. 4.034.020.802.,00 sehingga sisa dar1 anggaran sebesar
Rp. 174.048.669,00. Penggunaan Belanja Langsung terbagi dalam 3
belanja, yaitu belanja pegawail, dengan anggaran ditetapkan sebesar
Rp. 586.015.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp. 561.165.000,00 atau 95,76% sehingga sisa dar1 anggaran sebesar
Rp. 24.850.000.,00. Belanja barang dan jasa anggaran ditetapkan
sebesar Rp. 3.622.054.471,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020
sebesar Rp. 3.472.855.802,00 atau 95,88% sehingga sisa dan anggaran
sebesar Rp. 149.198.669,00. Sedangkan untuk Belanja modal, tidak

dianggarkan.




Sesuail dengan tujuan, sasaran dan kebiyjakan yang telah ditetapkan,

pada Tahun Anggaran 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanjung Jabung Barat mempunyai 11 program dan 34 kegiatan yang

tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam pencapaian indikator

kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan

anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel.

Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

_ INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM KEGIATAN | oo GRAMI KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN

Persentase Penyusunan oy

E::hnianzr;nnumh Dokuuitsh Parsncanaat dan 100 % 647.625.000 100,00 % 646.400,000 100,00 % 9981 %
ng Pelaporan tepat waktu

Jumiah Dok umen Rancangan s '

Awal RKPD tdokumen | dokumen 100,00 %

Jumiah Dokumen Rancangan 1 dokumen | dokumen 100,00 %

RKPD

Jumlah Dok umen Rancangan )

Akhir RKPD 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %

J“umlah Dokuimen RKFD yang 1 dokumen | dokumen 100,00 %

di sakkan

Jumlzh Dokumen Hancangan .

Perubshian RKPD 1 dokumen | dokumen 100 00 %

Jumizh Dekumen Rancangan " : n

Akhiir Perubafian RKFD | dokumen | dekumen 1C0.00 %

Jumlah Dok umen Perubahan ) : :

RKPD yang di sahkan 1 dekumen i dokumen 100.00 %
Koordinaz| dan Jumlah Dok umen Rancangan 44 dokume 44 dakuiric 100 00 %
Sinkrons a3 Awal REMJA SKPD/PD GRAMEN 470 495 000 il GG ' 90,84 %
Parencanaan '
Fembanalnan Daerah ;Lg::i: [STPLH:‘]ISB Raccangen 44 dokumen 44 dokumen 100.0C %

Jumlah Dok imen Hancangan i ;

Akhir RENJA SKPD/PD 44 dokumen 44 dokumen 100,00 %

Jumlah Dok umen HEMJA : T

SKPDVPD yang di sahkan 44 dokumean 44 dokumen 10000 %

Jumlzh Dokumen Rancangan .

Perubshian RENJA SKPD/PD 44 dokumen 44 dokumen 100 00 %

Jumlah Dokumen Rancangan

Akhir Ferubaten HEMJA 44 dokumen 44 dokumen 100 00 %

SKPIVPD

Jumizh Dokumen Perubshan

REMJA SKFRFD vang di 44 dokumen 44 dokumen 100.00 %

sahkan

Jumlah dokumen sinkronisasi

pragam psﬂﬂbﬂngmm d“.ﬂﬁ“ 1 dokumen { dokumen 100,00 %

lerhadap program provinsi dan

psat
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM KEGIATAN | ppoGRAMI KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN
IMonitaring Evaluasi, Jumilah Bok umen Menitoring
Pengendalian dan Evaluas| Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksansan | Pelapecran Felaksanaan 2 dokumen 51260000 2 dokumen 51260.000 10000 % 100,00 %
Remcana Pembangunan | Rencana Pembangunan
Dagrah Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan i : " A y i i AN :
- umlah dokemen LEFJ | dokumen 123940 0C0 | dokumen 123465 000 10000 % 062 %
Pertarggungawaban
LEP g
Persentase Keselarasan
Perencanaan Dokumen perencanaan
Pembangunan pembangunan lingkup 85 % 76020000 B8R % b5 995.000 100.00 % BE.S1 %
EK onami Ekonomi dan Sumber Daya
Alam
Jumlah Pengendalian dan
Evaluss] perylaLmnan dan
Pelaksanaan Dokumen 4FD 4PD 100,00 %
Koerdinas| Pererc anaan Eg“”'-"halr_mﬁ F'erangl;ar .
; erah Lingkup Sumber Daya
Eﬁgﬂ;ﬂ;ﬁiﬁg Alamt 22 480 000 19155 000 8521 %
gkonom Sumber Daya Jumlah dokumen laporan
Alam KKoordnasl Perencanaan
Program dan Kegialan 2 dokumen 2 dokumen 100,00 %
Pembangunan lingklp 5 umber
Daya Alam
Jumlah Penpgendalian dan
Evalussi peryLamnan dan
Pelaksanaan Dokumen 3FD 3PD 100,00 %
laordinas| Perencanaan | perencanaan Perangkat
Program dan Kegalan | Daerah Lingkup Ekonomi 27 520,000 20.820.000 9262 %
Pembangunan lingkup Jumizh dokumen laporan ‘
ekonomi Koordinas! Ferencanaan
Program dan Kegialan 2 dokumen 2 daokuman 100 00 %
Fembangunan lingkup
elicnomi
Jumilah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
Pelakzanean Dokumen
Koordines| Perercanaan gf':emhalf_‘?: "'9?“9'131 25D SFD 0%
Program dan Kegatan Jaerall LINgLp Fengawasan A o o
Pambsngman g dan keuangan 26020 000 ,_6.[2?.[1]0 100,00 %
Pengawasan dan Jumlah dokumen laporan
Keuangan Koardinasl Perencanaan
Frogram dan Kegialan { dokumen 1 dekumen 10000 %
Pembangunan lingkup
Pengawasan dan Keuangan
Persentase Keselarasan
Program Perencanaan | Dokumen perencanaan - g :
Sosla) Pamariitahsn pembangunan lingkup % 221.410.000 85,00 % 208 183500 | 100,00% 84,03 %
sosial dan pemerintahan
Jumlah Pengendalian dan
Evallaei penyusunan dan
Pelakzanean Dokumen
perencanaan Perangkal 5FD 5FD 100,00 %
Koordinas| Daerah Lingiup Kesra,
Ferencanaan Frogrem | ketenframan dan Kelertiban ; B
dan Kegiatan Ui 86 100.000 83877500 gr.42 %
Pembangunan lingkup -
Keara ketertraman dan | Jumlah dokumen laporan
Keteriban Umum [pordinas| Perencanaan
Prgar dan agtan { dokumien | dokurmien 100,00 %
Pembangunan lingkup Keara, ’ :
keleniraman dan Ketertiban
Umum
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN KINE RJA ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi peryusunan dan
Pelaksanean Dokumen 4FD 4PD 100,00 %
Koordinesi Perercanaan | perencanasn Parangial
Program dan Kegatan Daerah Lingkup Sosial 67 180.000 b2 656500 93,27 %
Pembangunan lingkup =
Sosial Jumizh dokumen laporan
Koordinas| Ferencanaan 5 i
Program dan Kagiatan 2 dokumen 2 dokumen 100,00 %
Pembanganan lingkup Sesal
Jumlah Pengendalian dan
Evalussi peryusunan dan
Pelatsanaan Dokumen
betercanam Parangat 7 PD 17 PD 100,00 %
Koordines| Perercangan | Deerah Lingkup Pemerintahan
Program dan Kegiatan dan SDM s e .
Pembangunan lingkup 68 130.000 61648500 90,49 %
Pamerintahan dan SDM | Jumlah dokumen |aporan
[oordinasi Perencanaan
Program dan Keglalan 2 dokumen 2 dakumen 100,00 %
Fembangunan lingkup
Pemerintahan dan SDM
Program Perencanaan | Persentase Keselarasan
Prasarana Wilayah dan | Dokumen perencanaan 3
Sumber Daya Alam pembangunan lingkup B% 2355685000 B85 7% 235 445000 100,00 % 9994 %
dan Lingkungan Hidup | sarana dan prasarana
Jumlah Pengendalian dan
Evaluesi peryusinan dan
Pelaksangan Dokumen 2PD 2FD 100,00 %
Koordinesi Perencanaan | Perencanaan Perangkal
Program dan Kegatan | Daerah Lingkup Infrasirukile 172225000 172,075,000 89,91 %
Pembangunan lingkup Jumish dokumen laperan '
Inirasirukiur Koordinas! Perencanaan
Program dan Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Pembangunan lingkup
Infrastruktur
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi pery=wnan dan
Pelaksanaan Dokumen
) perercanazn Perangkal 40 3P0 100,00%
Koordinas| Perercanaan | Daerah Lingkup Bencana dan
Frogram dan Kegatan Lngkungan Hidup = )
Pembangunan ingkup 38185000 38 185.000 100 %
Bencana gan Jumlah dokumen |aporan )
Lingkungan Hidup [oordinas Perencanaan
Program dan Kegiaten 1 dokumen { dokumen 100,00 %
Pembangunan lingkup *
Hencana dan Lingkungan
Hidup
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
Pelakz anaan Dokumen 4 3
) perencanaan Perangkal e e EE
I-.Uurdmﬂs_l Perercanaan | poprah Lingkup Perhublingan
Program dan Kegiatan dan Infarmatika 5 485 000 25 185000 100 %
Fembangunan lingkup ) -
PerhubLngan dan Jumlah dokumen laporan
Infermatika ; :
Koecrdinas Perencanaan
Program dan Kegiatan 1 dekumen | dokumen 10000 %
Fembangunan lingkup
Perhubungan dan Informalika
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM KEGIATAN PROGRAMI KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN
Program Persentase kelengkapan
Pengembangan Data | S yand VAl can farhary &% a74sr2000 | e50% | 346e42000 | foooo% | e2ss%
o Tr et sebagal basis perencanaan
pembangunan daerah
Pengumpulan, Updating,
dan Analisa Daia ;L:g" an %U:;E;T Ll?zﬁran
Irfermasi Capaian Perﬁ?mah Da&rglJ'i L‘e 3 dokumen 45,900,000 3 dokumen 45900 000 100,00 % 100,00 %
Terget Kinerja Program P infish PLs el
dan Kegiatan Lt
Bararmiman Bitam Jumlsh Dokumen Komponen
formesi Pombangunan | D2i2nformasi Tingea 1dokumen | 77670000 | fdokumen | 77670.00 | 10000% | 100,00%
Daerah (SIFD) QUMM | 1o majuan Pembangunan ' " A dee b
Daerah Standar Masioral
Penyustnan Data dan Jumlah Dokumen data dan
nformasi ekonom daersh = = = r 4
|formasi P erefenomian Kabupaten Tanjung Jabung 1 dokumen 22785000 | dokumen 22 785.000 10000 % 100,00 %
Dragrah
Haral
Jumiah Dok umen Indeks
Kemahalan Harga Kanatruksi
B runa aen S isdien (IKHK), Indeks Fembangunan
VL Manisia (P, Tanjung 2 gokumen 83550000 2 dokumen 93 a0 00 100,00 % 100,00 %
Statistik _ )
Jabung Baral Dalam Angka,
Produk Domestik Regonal
Bruto (FORE)
Forum Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Jumlah perusahaan yang 0 0
Persahaan (TJSLP) lergabung dalam TJSLP ” o 128867000 | uﬁ Fa 100837000 | 100.0C% 78,33 %
Kab. Tanjung Jabung Tanjung Jabung Baral e Sl R)
Harat
Persentase pamanfastan
ﬁ:ﬁgl’;‘;g"m dasran | Ml peneitian dan 10% 24805000 0% 21905000 | 10000% | 100.00%
pengembangan
Lomba Karya [lmiah dan
il Jumiah lomba karya Imiah dan P . . )
Iéu:mvfl Teknelogl Tepal inovasi feknologl {epal guna 1 [{egiatan 21805000 1 Kegiatan 214905.000 100,00 % 100,00 %
Penggunaan anggaran untuk pencapalan sasaran strategis

Meningkatknva kualitas

perencanaan Pembangunan Daerah sebesar

Rp. 1.180.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.156.023.500,00 atau

97,91% dengan rincian IKU Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan

(IKU 1) sebesar Rp. 647.625.000,00 terealisas1 Rp. 646.400.000,00 atau

99.81% dan IKU Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)

sebesar Rp. 533.025.000,00 dengan realisasi1 Rp. 509.623.500,00 atau

95,6 1%.
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Sedangkan untuk pencapalan sasaran strategis meningkatkan daya
dukung data dan imformasi sebagai basis perencanaan pembangunan
daerah sebesar Rp. 396.777.000,00 dengan realisasi Rp. 368.847.000,00
atau capaian sebesar 92,96 % dengan rincian IKU Persentase ketersediaan
data informasi yang valid dan terbaru (IKU 3) Rp. 374.872.000,00 terealhisasi
Rp. 346.942.000,00 atau 92,55 % dan IKU Persentase pemanfaatan hasil

penelitian (IKU 4) sebesar Rp. 21.905.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 21.905.000,00 atau 100 %.

Total Penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja

utama

(IKU)

sebesar

Rp.

1.570.427.000,00

dengan

realisasi

Rp. 1.524.870.500,00 atau sebesar 97,10 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM KEGIATAN
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN | KINERJA | ANGGARAN
Perserteze capaian
- kinefjasaaual 90% | 64762500000 | 96.0% | 64640000000 | 10763% | 9981%
SASARAN STRATEGIS 1 | perencanzan O, : : X J 3
Weringkatknya kualtas (KU 1)
perancanaan
Pembangunan Dasrah Pesentase Keselarazan
dokumen parencanaan 5% 53302500000 85.81% A0EEZ3I500,00 | 10095% 8561%
(KU 2}
Persentae kelersedaan
fﬂ’:ﬁﬁgmg']?g i oot iUk B5% | 7487200000 | 100% | 34694200000 | 15385% | 9255%
dukung dala dan informasi [IKU 3)
sebagai basis
perencanaan Pemsentas e pemanfaatan
pembanguhan dasrah hasil penelitian 10% 24,806 000,00 10% 21 805.000.00 1C0% 100%
(1KY 4)

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target

kinerja maupun Keuangan.
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3.3. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator
output dari1 suatu kegiatan. Dalam hal mi diukur kemampuan suatu
kegatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan
output vang sama/lebih besar atau penggunaan input vang sama dapat
menghasilkan output yvang sama/lebih besar atau persentase capailan
output sama/ lebih tinggi daripada persentase capalan input. Efisiens1 suatu
kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiens:1 (IE) terhadap
standar efisiensi (SE). Indeks Efisiens1 diperoleh dengan membag %

capaian output terhadap % capaian mput, sesuai rumus berikut :

% Capaian Output
) = s 4

~ %Capaian Input

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding
vang diadikan dasar dalam memlai efisiensi. Dalam hal im, SE yang
digunakan adalah imndeks efisiensi sesual rencana capaian, yaitu 1, yang

diperoleh dengan menggunakan rumus:

. % Rencana Capaian Output
"~ %PRencana Capaian Input
100%
E—
100%

Selanjutnya, efisiens1 suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan

IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE maka Kegiatan dianggap Efesien
Jika IE < SE maka Kegiatan Dianggap Tidak Efesien




Kemudian, terhadap kegiatan yvang efisien atau tidak efisien tersebut diukur
tingkat ehfisiensi (TE), vang menggambarkan seberapa besar
efisiensi/ ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan,

dengan menggunakan rumus berikut:

IE — SE
TE =
SE

Tingkat efisiens1 penggunaan keuangan Badan perencanan
Pembangunan Daerah tahun 2017 di hitung berdasarkan pengelompokkan
program dan keglatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna
pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan
utama.

Dalam konteks 1mi, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya
kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan in1 dapat berubah menjadi
tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula
sebaliknya. Dalam laporan 1m perhitungan efisiensi kegiatan hanya
didasarkan pada rasio antara output dan nput, jadi data yang di
bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu
yvang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga
mempertimbangkan mput vang lain, dengan dukungan data vang lebih
memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada

Tabel dibawah 1 :




Tabel Analisis Efisiensi Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020
LIRUSAN, PROGRAM DAN CAPAIAN INDEK | oranpaR TINGKAT
KEGIATAN INGHATOR KINERA KINERIA |ANGGARAN EFFl;:lEN EFFISIENSI NAERGRL EFFISIEMNSI
13=(10-
2 3 2 q 10={8/9) 11 12 111
Perencanaan Reryouiavs Flem saran 10000% | 998(% | 1,00 00 | EFFISEN | DOO
Pambandtian Dasrsh Dokumen Perencanaan dan
gun Pelaporan tepat waktu
Jumlah Dokumen Rancangan A
Awal RKPD 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Jumlah Dokumen Rancangan 100,00 % L0 100 EFEISIEN 0,00
RKPD
Jumlah Dokumen Rarcarigan . .
Akhir RKED 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 0,00
Jumish DoKUMenRKFRYANG. | yonoma |0 100 | EFFISIEN | 000
disahkan
Jumlah Dekumen Rancangan : ;
Parubahan RKFD 100,00 % 1,00 1,00 EFFIGIEN 000
Jumlah Dokumen Rancangan 4
AkHir Perubahan RKPD 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Jumlah Dokumen Perubahan . Al
RKPD yang di sahkan 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
piipt e o B 1,00 100 | EFFSIEN | 000
loordinas| dan Awal REMJA SKFD/PD =Rt 0084 % ' : i !
Sinkronisasi Perencanaan | miah Dokumen Rarcangan e .
Jumlah Dokumen Rancangan _ ; o
Akhir RENJA SKED/PD 100,00 % 1,00 1,00 EFFIGIEN 000
Jumlah Dokumen RENJA
SKPD/PD yang di sahkan 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Jumlah Dekumen Rancangan 4
Perubahan RENJA SKPDPD 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Jumlah Dokumen Rancangan
Akhir Perubahan REMNJA 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
SKPD/PD
Jumlah Dokumen Perubahan
RENJA SKPD/PD vang di 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
sahkan
Jumlah dekumen sinkronisasi
program pamoangunan daeran | 4 s, |0 00 | EFASIEN | 000
terhiadap program provinsi dan
pLEat
Wiritoring, Evalussi, Jumlah Dokumen Monitering,
Pengendalian dan Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan 10000 % | 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan
Daerah Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan i 5 Q
Pertanggungiawaban Jumlah dokumen LKPJ 10000% | 9967 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
(LKPJ)
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URUSAN, PROGRAM DAN CAPAIAN INDEK | oranpar TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERIA S o EFF;SIIEN EEmsiEns) | KATEGORI | - oing
13=(10-
2 3 8 9 10={8/9) 11 12 1)1
Persentase Keselarasan
Perencanaan Dokumen perencanaan
Panbangtinar EKomomi pembangunan lingkup 10000% | BB8| % 1,15 1.00 EFFISIEN 018
Ekonomi dan Sumber Daya
Alam
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
o Pelaksamaan Dokumen 100,00 % 1,17 1,00 EFFISIEN 017
Program dan Kagiatan perericanaan Ferangkat Dagrah
Pembangnan bidang Lingkup Sumber Daya Alam 85,21 %
ekloncmi Sumber Daya J‘umla.h dc_kumen laporan
Alam Koordinas Perencanaan
Frogram dan Kegatan 100,00 % 1,17 1,00 EFFISIEN 017
FPembangunan lingkup Sumber
Daya Alam
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
Koardinas] Perareanasn Pelaksanaan Dokumen 100,00 % 1,08 1,00 EFFISIEN 008
p Ny perencanaan Perangkat Daerah .
rogram dan hegmtan Lingkup Ekenomi 92 62 %
Efgg.ra;;gunan lingkup iJumlzh dnkgmen laporan
oordinasl Perencanaan
Program dan Kegiatan 100,00 % 1,08 1,00 EFFISIEN 008
Pembangunan lingkup ekenomi
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi peryusunan dan
—_— Heasaraan: Dokl men 100,00 % (00 00 | EFFISIEN | 000
Koordinasi Perencanaan | perencanaan Perangkat Daerah
Frogram dan Kegiatan Lingkup Pengawasan dan 100,00 %
Pembangunan lingkup keuarigan s
Pengawasan dan Jumlah dokumen |laporan
[Keuangan Foordinas Perencanaan
Program dan Kegiatan 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN ooo
Fembangunan lingkup
Pengawasan dan [Keuangan
Persentase Keselarasan
Program Perencanaan Dokumen perencanaan o :
Sosial Pemerintahan pembangunan lingkup sosial HRHE 560 | SA.0E R LB 140 S GEe
dan pemerintahan
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
Pelaksanaan Dokumen . —
e Bamrsatasn perencanaan Perangkat Daerah 100.00% 1 100 EFFISIEN Uy
Pregram dan Kegiatan Lingkup Kesra, ketertraman
Rémbanainan ingkus dan Ketertiban Umum 97,42 %
Vecaser il bamilon Jumlah dokumen laporan
Keterfiban Urim Koordinasi Perfenz_:anaan
Program dan Kegiatan 100,00 % |03 100 | EFFISIEN | 003
Pembangunan lingkup Kesra,
ketertraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi peryusunan dan
N Felaksanaan Dokumen 100,00 % 1,07 1,00 EFFISIEN 007
Koordinasi Perencanaan
: P perencanaan Perangkat Dagerah
Program dan Ragmtan Lingkup Sosial 93,27 %
gg;:langunan Ingkup J‘umla.h dokumen laporan
gl (Ve B o B A 100,00 % (.07 00 | EFFISEN | oO7
Frogram dan kegiatan
Pembangurian lingkup Sosial
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CAPAIAN INDEK
URUSAN, PROGRAM DAN STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERIA S o EFF;SIIEN EEmsiEns) | KATEGORI | - oing
13=(10-
2 3 8 9 10={8/9) 11 12 1)1
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi peryusunan dan
Peskaaaa Lokmen 100,00 % (11 1,00 EFFISIEN | 011
KT Datirearaar perencanaan P_erangkat Daerah : ' : ;
Pragram dan Kegiatan Iélgﬁ:]mp L A ] 90,49 %
Pambannaliingiip jumlah dokumen laporan
Femenntahan dan SDIV : P
Foordinasi Perencanaan
Program dan Kegiatan 100,00 % 1,11 1,00 EFFIZIEN 011
Pembangunan lingkup
Pemerntahan dan SDW
Program Perencanaan Persentase Keselarasan
Prasarana Wilayah dan | Dokumen perencanaan 10000% | 99,94 % 1,00 1.00 EFFISIEN 0,00
SumberDaya Alam dan: | pembangunan lingkup
Lingkungan Hidup sarana dan prasarana
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi peryusunan dan
Felaksanaan Dokumen 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Koordinasi Perencanaan | perencanaan Perangkat Dagrah
Frogram dan Kegiatan Lingkup Infrastruktur 89,91 %
Pembangunan lingkup Jumlah dekumen laporan
[rfrastruktur Koordinasi Perencanaan
Frogram dan Kegiatan 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 0.00
Fembangunan lingkup
Infrastruktur
Jumlah Pengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
[etaiasnemn Dokimen 100,00 % 451 00 | EFAISIEN | 000
Koordinas| Perencanaan | perencanaan Perangkat Dagrah
Frogram dan hgglatan Lingkup Bem_ana dan (00 %
FPembangunan lingkup Lrigkungan Hidup
Hencana dan Lingkungan | Jumlah dokumen laporan
Hidup Koordinasi Perencanaan
Program dan Kegiatan 100,00 % 4,51 1,00 EFFIZIEN 0.00
Pembangunan lingkup Bencana
dan Lingkungan Hidup
Jumlah Fengendalian dan
Evaluasi penyusunan dan
Pelaksanaan Dokumen i
loordinas| Perencanzan | perencanaan Perangkat Dagrah Ye s B A ErHalEN G
Program dan Kegiatan Lingkup Perhubungan dan 100 %
Fembangunan lingkup Infarmatika °
Perhuburigan dan Jumlah dokumen laporan
Informatika Koordinas Perencanaan
Frogram dan kegiatan 100,00 % 6,84 1,00 EFFISIEN 000
Pembangurian lingkup
Perhubungan dan Informatika
e
:::?;;:z;:g?n Data sebagai basis perencanaan 10000% | 9255 % 1,08 1,00 EFFISIEN 008
pembangunan daerah
F‘Iengump_ulan deahng, Jumlah Dokumen Laporan
SRR TRy Dy Progres Pembangunan
Informasi Capaian Target gres g 10000% | 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
U ait e P Femerintah Dagrah ke
4 g Femenntah Pusat
Kegiatan
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CAPAIAN

INDEK

URUSAN, PROGRAM DAN STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERIA R ENGEATAN EFFISSIIEN EEmsiEns) | KATEGORI | - oing
13=(10-
2 3 8 9 10={8/9) 11 12 1)1
Penyusuran Sisterm Jumlah Dokumen Komporen
Iiformasi Perbanguran | 2Aadrformas: Tingkal 10000% | 100m% | 1.0 1,00 EFFISIEN | 000
Daerah (SIFD R Femajuan Fembangunan e : ‘ . - ’
BIFLY Daerah Standar Nasionial
Repyisurar Dala dan Jumlah Dokumen data dan
: ; informasi ekonomi daerah ; 5
Informesi Perekonomian Kabupaten Tarjung Jabung 10000 % | 100,00 % 1,00 1,00 EFFIZIEN 000
Daerah
Barat
Jumlah Dokumen Indeks
Kemahalan Harga Konstrukai
Pervusunan Buku-buky (KHE), Indeks Pembangunarn
.y, ; ! Wanusia ([P, Tarjung Jabung | 10000% | 100,00 % 1,00 1,00 EFFISIEN 000
Statistik ;
Barat Dalam Angka, Produk
Domestik Regional Bruto
{(FDRE)
Forum Tanggung Jawab
Soaial dan Lingkungan Jumlah perusahaan yang
Perusahaan (TJELP) lergabung dalam TJSLP 10000% | 7833 % 1,28 1,00 EFFISIEN 028
Kab: Tanung Jabung Tanjung Jabung Barat
Barat
: Persentase pemanfaatan
E::"ttr'::a:’:n dneray | DSl Penelitian dan 10000% | 10000% | 1.00 1,00 EFEISIEN | 000
g g e pengembangan
Lomba Karya [Imiah dan . L
Inovasi Teknologi Tepat | Jumiahlomba karya imah dan 450054, | jop00% | 1,00 00 | EFFISIEN | D00
Guna inovasi teknologi tepal guna
Pada tahun 2020 dar1 18 Kegiatan Utama, semua kegiatan

dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara(0,28)

hingga (0,00). Dalam hal 1m, semakin tinggi nilai tingkat elisiensi maka

semakin rendah ketidakefisienan yang terjad.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target

kinerja Kenangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember

2020 adalah sebesar 96,05 % atau sebesar Rp. 7.980.485.311,00 dan total

anggaran sebesar Rp. 8.308.483.771,00. umumnya disebabkan efisiensi

atas setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengurangl anggaran setiap

kegiatan yang di gunakan untuk penanganan pandemi cowvid-19.

Hal 88




Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang
mendukung pencapaian target kinerja;

2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui
pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui pemingkatan
jenjang pendidikan;

3. Semakin memngkatnyva koordinasi antara dinas/kantor/badan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

4. Semakin memngkatnya koordinasi dengan Badan Penggelolaan

Keuangan Daerah




BAB IV
PENUTUP

Secara umum capalan kinerja Badan Perencanan Pembangunan
Daerah tahun 2020 telah menunjukkan kinerja vang baik, dilihat dari
jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

LKJIP Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bidang Perencanaan.
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan
Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penvelenggaraan
tata kelola pemerintahan vyang bak (good govemance) dengan
Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen

Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal, Maret 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

~ 1

o {
o ‘[z M"u
/
Ir.H.FIRDAUS KAHATAB. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003







INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2020

3ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jalan Prof. DR. &n Soedew Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 = 24131
FUALA TUNGRAL

ode Pos - 26513

EEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOER : 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 9
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016 — 2021;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamba1
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana
telah diubah dengan Undang —-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun., Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2016 Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016-2021;

. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2016 Nomeor 67 );

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 52 Tahun 20 17 tentang Perubahan Indikatoer Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016-2021.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 —
2021;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan 1ni;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum
dalam diktum KESATU, merupakan acuan yvang digunakan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat untuk menetapkan rencana kmerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapalan kinerja sesuai dengan dokumen
perencanaan;

Akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;

Keputusan in1 berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Maret 2019

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- L]

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003




KABUPATEN
PERANGKAT DAERAH
TUGAS DAN FUNGSI

Lampiran

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016—2021

TANIJUNG JABUNG BARAT

BAPPEDA

Keputusan Hepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2019

Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerntahan yang memnjadi
kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang peneliian dan pengembangan

NO TUJUTAN SASARAN RENSTRA L mERJA PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN SUMBER DATA | KETERANGAN
. (Jumlah dokumen perencanaan,
Persentase capalan 2
PN — evaluasi dan pelaporan tepat
1.2. Meningkatnya erencanaan walktu)/ (Jumlah dokumen yang
kualitas Perencanaan B direncanakan) x 100%
. Pemb Daerah - 1 K i
Meningkatkan HHBATNRIDAT. L A8L: Persentase Keselarasan | Rata-rata dari I\esela_ra.san kegiatan
P dan program DPA, Renja tethadap
alkuntabilitas dokumen perencanaan
1. kinerja renstra, REKPD dan RPJM
Pemerintah . Persentase Realisasi penelitian yang dimanfaatkan
Daerah L.3. Menmgkatny_a Pemanfaatan hasil di bagi jumlah penelitian yang
pemanfaatan hasil peneliian direncanakan di kali 100%
peneliien dan informasi = — = =
perencanaan Persentase ketersediaan | Realisasi dokumen data informasi
pembangunanan daerah dat.a informasi yang dibag Ju_m_lah do]ﬂulnen .data informasi
valid dan terbaru vang di butuhkan di kali 100%

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003




Lampiran Perubshsan Atas Heputusan Kepela Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah HKabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor : @ Tahun 2019
Tentang Penetapan [ndikator Kinerja Utama (k)
Badan Perencanaan PFembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Tahun
Anggaran 2019

Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-
masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.
Pengukuran kinerja in1 di batas1 pada sasaran strategis dalam pencapaian

target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah
terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah dan meningkatkan dava dukung data dan informasi

sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapal sasaran strategis Memngkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama

vaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan [KU 2




Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional
indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capaian kinerja sesuai

perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

B OC1L4+VP1.4+VP2.

IKU1 3
Dimana :

[KU 1 adalah indikator lanerja Utarma Persentase capalan lunerja sesual
perencanaan

OCl1. indikator kinerja Persentase Penyusunan Deokumen Perencanaan dan
Pelaporan tepat waltu (outcome program Perencanaan Pembangunan
Daerah]|

VB 1 adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan
perundang — undangan [Variabel Pendultung 1)

1K 2, Tingleat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokurmen Perencanaan (Variabel

pendulmung 2

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan

Daerah), di1 hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu

0C1. =
jumlah dokumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaitkan tepat waktu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di rinci pada tabel sebagai berikut :




PERDA APJMD Disahkan 6 Bulan
Setelah Pelantikan Bupati terpllih

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Akhir
Peridoe
2021

DASAR

target

target

target

target

target

target

permendagr]
86/2017

X

X

pasal 70 ayal (2)

Rancangan Awal RKPD Tahun n+1
disusun bulan Desember tahun
berjalan

pasal 74

Musrenbang  RKPD tahuren  di
kecamatan dilaksanakan paling
lambat pada minggu kedua bulan
Februari tahun berjalan ({dokumen
musrenbang kecamatan}

13

12

12

12

12

13

B5

pasal 98 ayal (3)

Musrenbang  RKPD tahun-n
kabupaten dilaksanakan paling
lambat pada minggu keempat bulan
Maret tahun berjalan (dokumen
musrenbang kab)

pasal 94 ayat (4)

Rancangan RKPD Tabun-n minggu
perfama bulan April tahun n-1 (tahun
berjalan)

pasal 88 ayat (2}

Rancangan Akhir RKPD Tahun-n
selesai akhlr Bulan Mei Tahun n1

Pasal 101 ayal
Q]

Rancangan Perkada RKPD Tahun-n
dikirim ke bupati untuk di undangkan
Akhir Bulan Junl Tahun n-1 (Tahun
berjalan)

Pasal 103 ayat
(2)

Penetapan Perkada RKPD Tahun-n
satu minggu selzlah RKPD Provinsi di
tetapkan

Pasal 104 ayal
(2)

RENSTRA Perangkat Dasrah yang di
tetapkan dengan Perkada satu bulan
setelah Perda RPJM

67

pasal 123 ayat
2)

Rancangan Awal RENJA Perangkat
Daerah Tahun n+1 disusun mingou
pertama bulan Desember tahun n-1
{Tahun barjalan)

44

132

pasal 126 ayat
(1)

Rancangan RENJA Perangkat
Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda.
Minggu ke tiga maret fahun n-1

132

pasal 133 ayal
(2]

Rancangan Akhir RENJA Perangkat
Daerah Tahun-n dikinm ke bappeda
untuk di Verifikasi, satu minggu
setelah AKPD ditetapkan

44

132

pasal 139 ayat
(z)

Penetapan RENJA Perangkat Daerah
Tahun-n, satu Bulan setelah RKPD
ditetapkan

&7

243

pasal 142 ayal
(2)

Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggunglawaban (LKPJ) tahun
sebelumnya dl bulan maret tahun
berjalan

154

108

196

196

1586

241

783




Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan

sesual Peraturan perundang — undangan, di hitung dengan formulasi logika

sebagai berikut :

VP 1.

realisasi dokumen

= jumlah dekumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaikan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dinnc pada

tabel sebagan benikut :

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

Abhir DASAR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Peridoe
2021
target | target | target | target | target | target | target permendags

g g g g g g B 86/2017
disusunnya dokumen Rancangan
Awal RPJPD Perubahan X X 1 X X X 1
disusunnya dokumen Rancangan
RPJPD Perubahan X X 1 X X X 1
disusunnya dokumen Rancangan
Akhir RPJPD Perubahan X X 1 X X X 1
disusunnya dokumen RPJPD
Perubahan yang disahkan X X 1 X X X 1
G ddumenracaon | g | x | x| x | x| 1 | 1 |ewscaas
A CoN e RN 1 X X X X 1 1 Pasal 61
Gatainiiye Sk man Raricangat 1 X X X X 1 1 | Pasal6s
disusunnya dokumen RPJMD 1 X X X X 1 1 pasal 14 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan
Awal RPJMD Perubahan X 1 X X X X 1
disusunnya dokumen Rancangan
RPJMD Perubahan X ? X % a A .
disusunnya dokumen Rancangan
AKHIR RPJMD Perubahan A 1 X X X X 1
g;;.:;.l:rlyr? dokumen RPJMD X 1 X X X X 1
disusunnya dokumen musrenbang
tahun-n tingkat Kecamatan 13 12 13 13 13 13 65
disusunnya dokumen musrenbang
tahun-n tingkat Kabupaten 1 1 1 1 1 1 5
o Dncangen 1 1 1 1 1 1 5 pasal 74 ayat
Susnmpddmentorcengm. |3 |3 [ 1 [ 2 [ 2 | 2 | 5 |[resass




JUMLAH DOKUMEN TAHUN
Alkhir DASAR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 2021 | Peridoe
2021
target | target | target | target | target | target | target permmencag
g g g E g g E 86/2017

disusunnya dokumen Rancangan
AKHIR RKPD tahun-n 1 1 1 1 1 1 3 |peai100
disusunnya dokumen RKPD tahun-n 1 1 1 1 1 1 5 pasal 14 ayat (1}
disusunnya dekumen Rancangan
Perubahan RKPD tahun n -1 X X 1 1 L 1 3 e 348 den 390
disusunnya dekumen Rancangan
Akhir Perubahan RKPD tahun n -1 X X 1 1 ! 1 3 pesa 399
disusunnya dokumen Perubahan
RKPD tahun n -1 1 1 ! 1 ! 1 5 Resal 355
sural edaran tentang pedoman
penyusunan RENSTRA Perangkat X 1 X X X 1 I
Daerah
disusunnya dokumen Rancangan
Awal RENSTRA Perangkat Daerah | ©7 X X X X 44 61 |'Pasal108
disusunnya dokumen Rancangan
RENSTRA Perangkat Daerah 67 X X X X 44 67 |ipasal 112
disusunnya dokumen Hancangan
Akhir RENSTRA Perangkat Daerah | 67 X X X X 44 67 | pasal 119
disusunnya dokumen RENSTRA
Perangkat Daerah Perangkat 67 X X X X 44 67 pasal 156 ayat (1}
Daerah
disusunnya dokumen Rancangan
Awa| Perubahan RENSTRA X 44 X X X X 44
Perangkal Daerah
disusunnya dokumen Hancangan
Perubahan RENSTRA Peranghkat X 44 X X X X 44
Daerah
disusunnya dokumen Rancangan
Akhir Perubahan RENSTRA X a4 X X X X a4
Perangkat Daerah
disusunnya dokumen Perubahan
RENSTRA Perangkat Daerah X 44 X X X X 3
disusunnya dokumen Rancangan
Awal REMJA Perangkat Dagrah X 44 44 44 44 44 176 PASAL 126
tahun n+1
sural edaran Kepala Daerah
tentang pedoman penyempurnaan
rancangan awal Renja X X 1 1 i 1 2 RASAL 82 ayat (2)
Perangkat Daerah
disusunnya dokumen Rancangan
RENJA Perangkat Daerah tahun-n 67 44 44 44 44 44 243 PASAL 131
disusunnya dokumen Rancangan
Akhir RENJA Perangkat Daerah 57 44 44 44 44 44 243 pasal 138
tahurn
disusunnya dokumen RENJA
Perangkat Daerah tahun-n 67 44 44 44 44 44 243
surat edaran tentang pedoman
penyusunan perubahan Renja X 1 1 1 1 i 4 pasal 351
Perangkat Daerah
disusunnya dokumen Rancangan
Perubahan REMNJA Perangkat &7 44 44 44 44 44 243 pasal 360
Daerah tahun n-1
disusunnya dokumen Rancangan
Akhir Perubahan RENJA Perangkal a7 44 44 44 44 44 7243 pasal 363
Daerah tabun n-1
disusunnya dokumen Perubahan -
RENJA Perangkal Daerah tahun n-1 | &7 44 44 44 44 44 243, | pasal 368

693 508 335 331 331 512 21889




Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/ Review Dokumen

Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi evaluasi
VP 2.

: jumlah evaluasi yang harus dikerjakan

Adapun jumlah evaluasi yang harus dilakukan sesua1 dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dirinci dengan

tabel sebagan benikut :

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

Akhir

DASAR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Peridoe
2021
target | target | target | target | target | target target permendagri
g g B B B B 8 86/2017

Penpendallan dan evaluas| FORM E.31dan E.32
terhadap kebijakan RPJPD X X 1 X X X 1 gantl nama£.62 dan
(Proses Penyusunan) E.63
Pengendallan dan evaluas| FORM E33dan E34
terhadap kebijakan RPJMD 1 1 X X X 1 2 gantl nama E.64 dan
(Proses Penyusunan) EbS
Pengendallan dan evaluasl FORM E 35dan E.36
terhadap kebijakan RKPD 1 1 1 1 1 1 5 ganll nama E.66 dan
(Proses Penyusunan) E&7
Pengendallan dan evaluasi
terhadap kebijakan RENSTRA ol A X X X 1 111 FORM E68dan E69

(Proses Penyusunan)

Pengendallan dan evaluas|
terhadap kebijakan RENJA &7 44 44 44 44 44 243 FORM E.70dan E.71
{Proses Penyusunan)

Pengendallan dan evaluas| FORM E 31 Ganti

terhadap pelaksanaan RPJPD 1 1 1 1 1 1 3 nama E.72
Pengendalian dan evaluas| 1 1 1 1 1 1 5 FORM E.33 digand
terhadap pelaksanaan APJMD narma E.71
Pengendallan dan evaluas|
terhadap pelaksanaan 67 44 44 44 44 44 243 FORM E.73
RENSTRA Pemangkal Daerah
Pengendallan dan evaluasl FORM E 35 diganti
terhadap pelaksanaan RKPD 1 1 1 1 1 1 5 nama E. 76
Pengendalian dan evaluas|
terhadap pelaksanaan RENJA a7 A4 44 44 44 44 243 FORM E75
Perangkat Daerah
FORM E 56 digant
evaluasi terhadap hasil RPJFD 1 1 1 1 1 1 5 nama E.77
FORM E.58 digant
evaluasi terhadap hasil RPJMD 1 1 1 1 1 1 5 REE T8
) FORM E.60 digant
evaluasi terhadap hasil RKPD 1 1 1 1 1 i 2 nama £.79
evaluas| terhadap hasl|
RENSTRA Perangkal Daerah 67 a4 44 44 44 44 2432 FORM E 80
Graluagiionadds nasl AENIA || g0 44 44 44 44 | a4 243 | rosmEs

Perangkat Daerah

410 272 228 227 227 228 1264




Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) Persentase keselarasan

dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

Dimana :

1KU 2

cc2,

oCc 3.

oc 4.

. 0C 2.4+ 0C3.+0C4.
IKU 2.= 3

adalah indikator lkinerja utama Persentase keselarasan deoltumen
perencanaan

adalah indikator kinerja outcome Tinglkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup Ekeonomi dan Sumber Daya Alam
adalah indikator linerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan linglup sosial dan pemerintahan

adalah indikator lanerja outcome Tinghkat Keselarasan Dolkumen
perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah

program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program REPD

terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap

program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra

perangkat daerah, kegatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD,

kegiatan Remja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat

daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan

pembangunan

lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung

menggunakan formulasilogika :

0oCc?2

keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda

jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda




Keselarasan dokumen perencanaan hngkup ekonomi dan sumber daya
alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program REKPD, program Remja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat
daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi
dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yvang menjadi
mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara
lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya
alam 4 perangkat daerah, hngkup subbid pengawasan dan keuangan 3

perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan

pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan

formulasi logka :

keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem

0C3.=
jumlah perangkat daerah lingkup Sospem

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan,
dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program REKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat

daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial




dan Pemermtahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra
sebanvak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain
hngkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5

perangkat daerah, hngkup subbid Sosial 5 perangkat daerah. lingkup subbid

Pemerintahan dan sumber dayva manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan

formulasi :

keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras

0C4.=
jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana,
dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program REKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat
daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana
dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah vang menjadi mitra
sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain
hingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana
dan hingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan.

komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.




Disknipsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan

dan imnformasi vang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

jumlah output dokumen data informasi
jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan

IKU3. =

Dimana :

Jurnlah output dekumen data informasi adalah jurnlah dokumen dan keluaran
kegiatan tahun 2019 dengan produl berupa data dan informasi yang
mendulung perencanaan permbangunan,

Jumlah delumen data informasi yang dibutuhkan adalah jurlah delumen
dengan produk berupa data dan informasi yang mendulung
perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2012

Diskrips1  operasional indikator lkinerja utama (IKU 4. Persentase

pemanfaatan hasil penelittan, dihitung dengan formulasi :

_jumlah penelitian yang dimanfaatkan

4 —
B jumlah penelitian yang direncanakan

Dimana :
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama
yvang di tindaklanjut,
Jumlah penelitian yang dilaksanalan adalah jumlah penelitian dan kerjasama
yang di direncanalzan pada tahun 2019
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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
Jabatan :  Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selanjutnya disebul pihak pertama

Nama : Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS
Jabatan :  Bupati Tanjung Jabung Barat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
cvaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

[1\ PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,

. o

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| | BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Ir. H.

L

Indeks Kepuasan Masyarakat 80
Meningkatnya kualitas terhadap pelayanan Bappeda
pelayananan Publik,
b | akuntebilitas Kinerja dan E‘;’;‘fgﬁ;iﬁ;’;:;m feragan 70 %
keuangan
Nilai AKIP Bappeda 65
_ Persentase capaian kinerja sesuai 90%
Meningkatnya kualitas perencanaan
2 Perencanaan Pembangunan
Daerah Persentase Keselarasan dokumen 85 9%
perencanaan
Meningkatnya daya dukung ‘Persentage keterse_chaan data 65 %
3 | datadan informasi sebagai basis informasi yang valid dan terbaru
gerencanaan pembangunan Persentase Pemanfaatan hasil "
aerah o 10 %
penelitian
S
Program Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.812.467.471
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 541.500.000
Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 44.300.000
4. Pemingkatan Kapasitas Sumber Daya Rp. 154.000.000
Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 78.375.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 647.625.000
Daerah
7. Program Pengembangan Data dan Rp. 374.872.000
Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 76.020.000
9. Perencanaan Sosial Pemerintahan Rp. 221.410.000
10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Rp. 235.595.000
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11. Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 21.905.000
Daerah
Jumlah Rp. 4.208.069.471
Kuala Tungkal, September 2020

KEPALA BAPPEDA KAB.TANJAB BARAT,

AUS KHATAB, MM



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FERI NOPRIANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja terscbut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kednua, Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kabupaten Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat
Ir, H. FIRDAUS KHATAB, M.M. FERI NOP TO, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA Pembina TK.I

NIP. 19660905 199303 1 003 Nip, 19731116 200003 1 D02



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya kualitas 3 ;
| | pelayananan Publikdan | | roentasc pelayanan administrasi 100%
perkantoran
pengelolaan keuangan
persentase pelayanan sarana dan 100 %
prasarana aparatur <
Persentase pelayanan administrasi
5 | Meningkatnya kus!.litas perkantoran 95 %
pelayananan Publik
persentase aparatur yang
mengikuti bimbingan Teknis 100 %
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya pengelolaan | Persentase kelengkapan dokumen
3 | perencanaan, evaluasi dan | perencanaan dan pelaporan 100 %
pelaporan instansi bappeda
Program Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.812.467.471
2., Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 541.500.000
Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 44,300,000
4. Pemngkatan Kapasitas Sumber Daya Rp. 154.000.000
Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan  Sistem Rp. 78.375.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah Rp. 2.630.642.471
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kabupaten

Sekretaris Bappeda Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. FERI NO ), S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA Pembina TK.I

NIP. 19660905 199303 1 003

Nip. 19731116 200003 1 002



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUJI HARTONO, S.T.
Jahatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama : FERI NOPRIANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Tanjung Jabung Barat Evaluasi dgn Pelaporan Program
FERI NOPRIANTO, S.E. PUJI HARRANO, S.T.
Pembina TK.I Penata Tk. |

Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 197312042005011004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Dokumen
RENJA (Ranwal,
Rancangan, Rancangan 4 Dokumen
Akhir dan RENJA yang
ditetapkan)

Meningkatnya pemenuhan Jumlah Dokumen
dokumen perencanaan, Perubahan RENJA
evaluasi dan pelaporan (Rancangan, Rancangan
instansi Akhir dan Perubahan
RENJA yang ditetapkan)

3 Dokumen

Jumlah Dokumen LKjIP,
LPPK, LPPD, Evaluasi 5 Dokumen
Renja dan Renstra

1. Program Peningkatan Pengembangan Anggaran Keterangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan kinerja dan Rp. 78.375.000

ikhtisar realisasi kinerja

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Tanjung Jabung Barat Evaluasi dan Pelaporan Program

PUJI NO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 197312042005011004




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PARMINI, AKS.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERI NOPRIANTO, S.E.
Jabatan :  Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung .Jabung Baral
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi,

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub. Bagian Umum &
Tanjung Jabung Barat Kepegawaian
FERI NO TO, S.E. PARMINI, A.KS,
Pembina TK.I Penata TK. I

Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 196602101992032004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pelayanan
administrasi perkantoran

12 Bulan

Jumlah Pelayanan sarana
telepon, air dan listrik 12 Bulan

Jumlah Pelayanan
kebersihan kantor
Jumlah Pelayanan alat
tulis kantor

Jumlah Pelayanan barang
cetakan dan penggandaan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnyva pelavanan
1 | administratif perkantoran Jumlah Pelayanan
penerangan bangunan 12 Bulan
kantor

Jumlah Pelayanan bahan
bacaan dan peraturan 12 Bulan
perundang-undangan
Jumlah Pelayanan
makanan dan minuman

Jumlah Pelayanan
pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

12 Bulan

12 Bulan

Jumlah kelengkapan
sarana dan prasarana 1 set
aparatur

Jumlah peralatan gedung

2 unit
| kantor

' Jumlah pemeliharaan

Meningkatnya pelayanan rutin/berkala gedung 12 Bulan
2 | dengan pemenuhan sarana kantor

prasarana

Jumlah pemeliharaan
kendaraan
dinas /operasional

5 Unit Maobil
16 Unit Motor

40 Unit Komputer
20 Unit Printer
42 Unit AC

Jumlah pemeliharaan
perlalatan gedung kantor

Jumlah pengadaan
pakaian dinas beserta 162 Stel

perlengkapannya
Meningkainya pelayanan —
3 | dengan pemenuhan kualitas Jumlah penginnan
SDM aparatur mengikuti
bimbingan Teknis 10 orang
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan




Program Pelayanan Administrasi Anggaran
Perkantoran

Keglatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Rp. 2.400.000

2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, Rp. 177.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyvediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 53.649.952

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 171.035.169

5. Penyediaan barang cetakan dan Rp. 32.500.000
penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Rp. 31.929.350
listrik/ penerangan  bangunan
kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan Rp. 44.000.000
peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 15.000.000

9. Rapat-rapat koordinasi dan Rp. 1.004.445.000

konsultasi ke luar dacrah

Program Peningkatan Sarana dan Anggaran

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Rp. 157.000.000
kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ berkala Rp. 273.500.000
kendaraan dinas/operasional

3. Pemeliharaan Rutin/ berkala Rp. 111.000.000
peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Anggaran

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Rp. 44.300.000
perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Anggaran

Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan teknis implementasi Rp. 154.000.000

peraturan perundang-undangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub, Bagian Umum &
Tanjung Jabung Barat Kepegawaian
FERI NOP} TO, S.E. PARMINI, A.KS.
Pembina TK.I Penata TK. I

Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 196602101992032004



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : EVA LIDARTI, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERI NOPRIANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub. Bagian Keuangan
Tanjung Jabung Barat

FERI NO 0, S.E. EVA LIDARTI, S.E.
Pembina TK.I Penata Tk. I
Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 196904031993032004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Elemngkatl_:tya pquelﬁlazm Jumlah Dokumen % Dl
euangan mstansi laporan keuangan
1. Program Pelayanan Administrasi Angpgaran Keterangan
Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan  Jasa  Administrasi Rp. 280.508.000
Keuangan

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepala Sub. Bagian Keuangan
Tanjung Jabung Barat

i

FERI N TO, S.E. EVA LIDARTI, S.E.
Pembina TK.] Penata Tk. |

Nip. 19731116 200003 1 002 Nip. 196904031993032004



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintzhan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ISTIQALLIA, S.T.
Jabatan . Kepala Bidang Penclitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kabupaten Kepala Bidang Penelitian,
Tanjung Jabung Barat Pengembangan dan Data
Ir.H. F US KHATAB, M.M. ISTIQALLIA, S.T.
Pembina Ufama Muda Pembina

NIP. 19660905 199303 1 003 Nip. 19790817 200604 2 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya kepatuhan Persentase Penyusunan
dalam pemenuhan dokumen yu
I ; Dokumen Perencanaan dan 100 %
perencanaan, evaluasi dan P )
elaporan tepat waktu
pelaporan
Meningkatnya kelengkapan Persentase kelengkapan data
2 data dan informasi yang valid dan terbaru sebagai 65 o
" | perencanaan pembangunan basis perencanaan 2
daerah pembangunan daerah
Meningkatnya pemanfaatan Persentase pemanfaatan hasil
8. || el penelitian. dan enelitian dgn engembangan i
pengembangan P peng &
Program Anggaran Keterangan
1. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 647.625.000
Daerah
2. Program Pengembangan Data dan Rp. 374.872.000
[nformasi
3. Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 21.905.000
Daerah
Jumlah Rp. 1.044.402.000
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

-

Ir. H.

AUS KHATAB, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660005 199303 1 003

Kepala Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Data

Qﬂq
ISTIQALLIA, S.T.
Pembina

Nip. 19790817 200604 2 007



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.
Jabatan . Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISTIQALLIA, S5.T.

Jabatan . Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan
Pengembangan dan Data Bappeda Pendanaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- M

ISTIQALLIA, S.T. MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.
Pembina Penata
Nip, 19790817 200604 2 007 Nip. 19860512 201001 2 021




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya pemenuhan

Pelaporan

118 dokumen Evaluasi dan Jumlah dokumen LKPJ 1 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan
Progres Pembangunan

Pemerintah Daerah ke A Belaaruen
Meningkatnya pemenuhan Pemgrintali Fusat
2. data dart injormes Jumlah Dokumen Komponen
perencanaan pembangunan Data/Informasi Tingkat
daerah 1 Dokumen

Kemajuan Pembangunan
Daerah Standar Nasional

Jumlah dokumen data statistik 2 dokumen

1. Program Perencanaan Pembangunan Anggaran Keterangan
Daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Keterangan Rp. 123.940.000
Pertanggungjawaban (LKPJ)
2. Program Pengembangan Data dan Anggaran Keterangan
Informasi
Kegiatan :
1. Pengumpulan, Updating, dan Analisa  Rp. 45.900.000
Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program dan Kegiatan
2. Penyusunan Sistem Informasi Rp. 77.670.000
Pembangunan Daerah (SIPD)
3. Penvusunan Buku-buku Statistik Rp. 09.650.000

Daerah

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, 5.T.

Pembina _
Nip. 19790817 2008604 2 007

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan
Pendanaan

MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.
Penata
Nip. 19860512 20 1001 2 021



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISTIQALLIA, 8.T.

Jabatan . Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal larget kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawalb kami,

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sankslL.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian, Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pengembangan dan Data Bappeda Pelaporan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

M

ISTIQALLIA, S.T. SAWALUDD F TANJUNG, S.E.
Pembina Penata TK.I
Nip. 19790817 200604 2 007 Nip. 19780506 201101 1 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Dokumen Rancangan Awal 1 dok
RKPD tahun 2022 L doxumen |
L. Meningkatnya ',
pemenuhan dokumen Jumlah Dokumen Rancangan RKPD i, delEssion
perencanaan tahun 2021
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 1 dokumen
RKPD tahun 2021 sy
Jumlah Dokumen RKPD yang di
sahkan tahun 2021 Sl
Jumlah Dokumen Rancangan
Perubahan RKPD tahun 2021 1 dolsgmusn
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir T —
Perubahan RKPD tahun 2021 me
Jumlah Dokumen Perubahan RKPD i @bibenen
vang di sahkan tahun 2021
Jumlah Dokumen Rancangan Awal
RENJA SKPD/PD tahun 2022 4 deicimen
Jumlah Dokumen Rancangan RENJA
SKPD/PD tahun 2021 . qoisumen
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir
RENJA SKPD/PD tahun 2021 4% dolcumen
Jumlah Dokumen RENJA SKFPD/PD
44 doku
yang di sahkan tahun 2021 Aknrrs
Jumlah Dokumen Rancangan
Perubahan RENJA SKPD/PD tahun 44 dokumen
2020
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir
Perubahan RENJA SKPD/PD tahun 44 dokumen
2020
Jumlah Dokumen Perubahan RENJA Wik ditiasasn
SKPD/PD yang di sahkan tahun 2020
Aplikasi E-Musrenbang 1 aplikasi
Aplikasi E-Budgeting 1 aplikasi
_ Jumlah Dokumen Monitoring,
Meningkatnya Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
2. | pemenuhan dokumen | R b 2 dokumen
Fraluasi dan Peapersn Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah




1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran Keterangan

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 472.425.000
Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Rp. 51.260.000
Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian, Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pengembangan dan Data Bappeda Pelaporan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.

ISTIQALLIA, S.T. SAWALUDDIN  F TANJUNG, S.E.

Pembina Penata TK.1
Nip. 19790817 200604 2 007 Nip. 19780506 201101 1 001



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ird @

Nama : JUHANDI, S.E.
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Inovasi dan Teknolog Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama . ISTIQALLIA, S.T.

Jabatan . Kepala Bidang Peneliian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Keduna

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjamjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian, Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Pengembangan dan Data Bappeda Teknologi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A, 4

ISTIQALLIA, S.T. JUHANDI, S.E.
Pembina Penata TK.]

Nip. 19790817 200604 2 007 Nip. 19780416 201001 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Meningkatnya pelaksanaan Jumlah lomba karya ilmiah dan
penelitian dan pengembangan | inovasi teknolog: tepat guna

1. Program Penelitian dan Pengembangan Anggaran
Daerah.

Kegiatan :

1. Lomba Karya [lmiah dan Inovasi Rp 21.905.000
Teknolegi Tepat guna

Keterangan

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian, Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Pengembangan dan Data Bappeda Teknologi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat
as =

ISTIQALLIA, S.T. JUHANDI, S.E.

Pembina _ Penata TK.I
Nip. 19790817 200604 2 007 Nip. 19780416 201001 1 008




PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : MULYADI, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Jabatan . Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian inl, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi,

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.

Pembina Utdma Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

&

—
MULYADI, S.E.
Penata Tk 1
Nip. 197106152005011006




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

g:ﬂ?ﬁz‘?gigﬂc:ﬁﬁsan Persentase Keselarasan Dokumen
_ ' : perencanaan pembangunan %
} | pembengunan linglcup lingkup Ekonomi dan Sumber Daya 8%
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Alam
. ?:::Egﬁ iﬁiﬁ;ﬁng}cﬂpm Per_aentase kelengkapan t_iata yang
2 petercanasn valid dan terbaru sebagail basis 65 %
pembangunan dactal perencanaan pembangunan daerah
Program Anggaran Keterangan
1. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 76.020.000
Ekonomi
2. Program Pengembangan Data dan Rp. 378.872.000
Informasi
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kabupaten Kepala Bidang Ekonomi dan
Tanjung Jabung Barat Sumber Daya Alam
L
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. MULYADI, S.E.
Pembina Ufama Muda Penata”tk. 1
NIP. 19660905 199303 1 003 Nip. 197106152005011006




PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewuwudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HALIMSYAH, S.E.
Jabatan : Kepala Sub, Bidang Pengawasan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULYADI, S.E.

Jabatan . Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Sub. Bidang Pengawasan
Sumber Daya Alam an Keuangan

&

/ MULYAPI, S.E. ABDUL IMSYAH, S.E.
Penefa Tk, | Penata
Nip. 197106152005011006 Nip. 197007242006011003




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
%engmsunan dan F’elaksana}an 5 Perangkat
_ . okumen perencanaan Perangkat
Meningkatnya Keselarasan | paerap Lingkup Pengawasan dan ——
Dokumen perencanaan keuangan
pembangunan lingkup sub
bidang Pengawasan dan
keuangan Jum]ihn dulg.‘lmen laporan
Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan 1L Rokumen
lingkup Pengawasan dan Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan Anggaran Keterangan
Ekonomi
Kegmatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 26.020.000

Kegiatan  Pembangunan  Lingkup
Pengawasan dan Keuangan

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
ber Daya Alam

MULY%}.!; S.E.
' Penaed Tk. |

Nip. 197106152005011006

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Pertama,

. Keu
-

angan
\ M

b. Bidang Pengawasan

ABDUL HALIMSYAH, S.E.

Penata

Nip. 197007242006011003




PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akunlabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. JAFAR, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Selanjutnyva disebut Pihak Pertama

Nama : MULYADI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi,

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Sub,Hidang Sumber Daya
umber Daya Alam

. Mol

p

MULYM, S.E. M. JAPAR, S.E.
Pensfa Tk, [ Pembina Tk. 1

Nip. 197106152005011006 Nip. 196906281994031004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan
Dokumen perencanaan Perangkat
Meningkatnya Keselarasan | Daerah Lingkup Sumber Daya
Dokumen perencanaan Alam

pembangunan lingkup sub
bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen laporan
Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan
lingkup Sumber Daya Alam

4 Perangkat
Daerah

2 Dokumen

Memngkatnya pemenuhan | _
dista How, informais Jumlah Dokumen data dan

2, informasi ekonomi daerah 1 Dokumen

gzﬁg:na?:]mm daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Program Perencanaan Pembangunan Anggaran Keterangan
Ekonomi
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 22.480.000

Kegiatan Pembangunan lingkup
Sumber Daya Alam

2. Program Pengembangan Data dan Anggaran Keterangan
Informasi :
Kegiatan :
1. Penyusunan Data dan Informasi Rp. 22.785.000

Perekonomian Daerah

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Sub. Bidang Sumber Daya
Sumber Daya Alam

MULYADI, S.E. M. J ;
Penata Tk. | Pembina Tk. |
Nip. 197106152005011006 Nip. 196906281994031004




PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YENI GUSTINA, S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ekonomi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . MULYADI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnva disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Sub. Bidang Ekonomi

mber Daya Alam

v Y

MUL¥YAPI, S.E. YENI GUSTINA, S.E..M.M.
Penata Tlk. 1 Pembina
Nip. 197106152005011006 Nip. 196712131993032004

|



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi 3 Perangkat
Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerffh
Meningkatnya Keselarasan | Daerah Lingkup Subbid Ekonomi
| Dokumen perencanaan —
" | pembangunan lingkup Jumlah dokumen laporan
Sub bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Program 3 Perangkat
dan Kegiatan Pembangunan Daerah
| lingkup Subbid Ekonomi
eningalnya PTETUER | Jumia perusabn yang
2. o tergabung dalam TJSLP Tanjung 30 Perusahaan
PeiSRcACaa Jabung Barat
pembangunan daerah
1. Program Perencanaan Pembangunan Anggaran Keterangan
Ekonomi
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 27.520.000
Kegiatan Pembangunan lingkup
Ekonomi
2. Program Pengembangan Data dan Anggaran Keterangan
Informasi ;
Kegiatan :
1. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Rp. 128.867.000
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab.
Tanjung Jabung Barat
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

15

MULY S.E.

Penata Tk. |
Nip. 19710615200501 1006

Kepala Sub. Bidang Ekonomi

YENI GUSTINA, S.E..M.M.

Pembina

Nip. 196712131993032004



PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
alcuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROPI, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Jabatan . Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten Kepala
Tanjung Jabung Baral

Pihak Pertama,
g Sarana dan Prasarana

Ir.H.F AUS KHATAB, M.M. I, S.E.
Pembina Utama Muda Penata
NIP, 19660905 199303 1 003 Nip. 19770925 201001 1 009




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

gﬁﬂﬁ:ﬁmﬁ:‘fﬁfﬂs“ Persentase Keselarasan Dokumen
embmgmp;an lirgli perencanaan pembangunan 85 9/,
gsu‘ana dan Prasarifmap lingkup sarana dan prasarana

Program Anggaran Keterangan

1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Rp. 235.595.000
dan Sumber Daya Alam dan LH

Jumlah Rp. 235.595.000

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kabupaten Kepala g Sarana dan Prasarana
Tanjung Jabung Barat

1 4
3

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. I, S.E.

Pembina Utﬁna Muda Penata

NIP. 19660905 199303 1 003 Nip. 19770925 201001 1 009



PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASMARA DIAN PUTRA, S.T.
Jabatan :  Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . ROPI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

PAhak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala/f Sarana dan Prasarana Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

ROPI, S.E. ASMARA DIAN PUTRA, S.T.
Penata Penata

Nip. 19770925 201001 1 009 Nip. 19850731 201001 1 016



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kl I

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan 2 Perangkat
Meningkatnya Keselarasan | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan Daerah Lingkup [Infrastruktur
1 | pembangunan lingkup sub | Jumlah dokumen laporan
bidang Infrastruktur Koordinasi Perencanaan Program
. 2 Dokumen
dan Kegiatan Pembangunan
lingkup Infrastruktur
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Anggaran Keterangan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 172.225.000
Kegiatan Pembangunan lingkup
Infrastruktur
Kuala Tungkal, September 2020
pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala ang Sarana dan Prasarana

Penata

Nip. 19770925 201001 1 009

Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

_—

ASMARA DIAN PUTRA, S.T.

Penata

Nip. 19850731 201001 1 016




PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIEKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeldif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENDRIAWAN AKBAR, S.H.
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Namg : ROPI, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Ppihak Kedua, Pihak Pertama,
g Sarana dan Prasarana Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
: Komunilkasi dan Informatika

y
ROP, S.E. REN , AN AKBAR, S.H.
Penata Penata

Nip. 19770925 201001 1 009 Nip. 1975(026 200904 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan
. Dokumen perencanaan Perangkat G ia
Meningkatnya Keselarasan | paerah Lingkup Perhubungan, dan Daereh
Dolkumen perencanaan Informatika
1. | pembangunan lingkup sub
bidang Perhubungan, dan | Jumlah dokumen laporan
Informatika Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan 2 Dokumen
lingkup Perhubungan, dan
Informatika
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Anggaran Keterangan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 25.185.000
Kegiatan Pembangunan lingkup

Perhubungan dan Informatika

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika

RE AN AKBAR, S.H.

ROPI, S.E.
Penata Penata !

Nip, 19770025 201001 1 009 Nip. 19751026 200904 1 002



PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR AINI 8.T., M.URP.
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ROPI, S.E.

Jabatan . Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

\"1\ Pihak Kedua, Pihak Pertama,
h ang Sarana dan Prasarana Kepala Sub. Bidang Bencana dan
\\ , Lingkungan Hidup

ROPI, S.E. NUR AT $-1°, M.URP.
Penata Penata
Nip. 19770925 201001 1 009 Nip. 19840813 200904 2 003




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
enyusunan dan Pelaksanaan
pDok};men perencanaan Perﬁngkat RPerasght
; Daerah
Meningkatnya Keselarasan | Daerah Lingkup Bencana dan
Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup
1. | pembangunan lingkup sub | jumlah dokumen laporan
b}da.ng Bencar}a dan Koordinasi Perencanaan Program
hingeangan Fdap dan Kegiatan Pembangunan 3 Doktumen
lingkup Bencana dan Lingkungan
Hidup
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Anggaran Keterangan
Sumber Dava Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 38.185.000
Kegiatan Pembangunan lingkup
Bencana dan Lingkungan Hidup
Kuala Tungkal, September 2020
" hak Kedua, Pihak Pertama,
Kepals Nb\e Sarana dan Prasarana Kepala Sub. Bidang Bencana dan

Lingkungan Hidup

Nip. 19770925 201001 1 009

v
NUR AINI S.T., M\.URP.
Penata

Nip. 19840813 200904 2 003




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERMAN S.T., M.T.
Jabatan . Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kabupaten Kepala Bidang
Tanjung Jabung Barat Sosial

{

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. HERMAN, 8.7., M.T.
Pembina Utdma Muda Penata Tkl
NIP. 19660005 199303 1 003 Nip. 19770707 201001 1 010




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

i‘)‘immgkﬂmf’a K'isw%msan Persentase Keselarasan Dokumen
1 akumsen perencaninen perencanaan pembangunan 85 %
pembangunan lingkup I.'mgkﬁ sosial dan pemerintahan
Sosial dan Pemerintahan B L '

Program Anggaran Keterangan

1. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 221.410.000
Sosial Pemerintahan

Jumlah Rp. 221.410.000

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kabupaten Ke!
Tanjung Jabung Barat Sosial d

.
.

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. HERMAN,

Pembina Utama Muda Penata Tk.
NIP. 19660005 199303 1 003 Nip. 19770707 201001 1 010




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. M. YUNUS, S.Pd.
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Sosial

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama : HERMAN S.T., M.T.

Jabatan . Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial

H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. 1
Nip. 19660612 199201 1 002




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi

penyusunan dan Pelaksanaan 4 Perangkat
Meningkatnya Keselarasan | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan Daerah Lingkup Sosial
pembangunan lingkup sub
bidang Sosial Jumlah dokumen laporan
Koordinasi Perencanaan Program 2D
: okumen
dan Kegiatan Pembangunan
lingkup Sosial
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Anggaran Keterangan
Pemerintahan.
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan  Rp. 67.180.000
Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial
Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial day Pemerinfdahan

HERMAN,'
Penata Tk. |

.T., M.T.

Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Sosial

H. M. YUNUS, S.Pd.

Penata Tk. 1

Nip. 19660612 169201 1 002




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
alcuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NAWIR, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERMAN S.T., M.T.

Jabatan . Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Sosialgan Pemerintahan Rakyat, Ketefitraman dan Ketertiban
Umum

HERMAN,S.T., M.T. NAWI S.E.
Penata Tk. 1 Penata
Nip. 19770707 201001 1 010 Nip. 19830309 201001 1 015




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1kator Rineris

Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
penyusunan dan Pelaksanaan
Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan Perangkat

; Daerah
Dokumen perencanaan Daerah Lingkup Kesra,
; ketentraman dan Ketertiban Umum
1 pembangunan lingkup sub

bidang Kesra. ketentraman
dan Ketertiban Umum

5 Perangkat

Jumlah dokumen laporan
Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan 1 Dokumen
lingkup Kesra, ketentraman dan
| Ketertiban Umum

1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Anggaran Keterangan
Pemerintahan.
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 86.100.000

Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra,
ketentraman dan Ketertiban Umum

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Sosial dgn Pemerintahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum
HERMAN, 5.T., M.T. NAW . S.E.
Penata Tk. I Penata “

Nip. 19770707 201001 1 010 Nip. 19830309 201001 1 015



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama < DEVRIADI DWIPAYANA, S.E.
Jabhatan . “Kepala Sub, Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERMAN S.T., M.T.

Jabatan . Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sosial

an Pemerintahan Sumber Daya Manusia

.T., M.T. D 1
Penata Tk. 1 Penata Tk. 1
Nip. 19770707 201001 1 010 Nip. 19711212 200501 1 009

A, S.E.




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

penyusunan dan Pelaksanaan 18 Perangkat
Meningkatnya Keselarasan | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan Daerah I..irlgkup Pemerintahan dan

SDM

pembangunan lingkup sub
bidang Pemerintahan dan

Jumlah dekumen laporan

SDM Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan 2 Dokumen
lingkup Pemerintahan dan SDM |
1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Anggaran Keterangan
Pemerintahan
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Program dan Rp. 68.130.000

Kegiatan Pembangunan lingkup
Pemerintahan dan SDM

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sosial dAg Pemerintahan Sumber Daya Manusia

.T., M.T. D
Penata Tk. I Penata Tk. 1
Nip. 19770707 201001 1 010 Nip. 19711212 200501 1 009

A, S.E.




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
SUB BIDANG PEMERINTAH DAN SDM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROMI SURYADI, SE
Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bidang Pemerintah Dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . DEVRIADI DWIPANAYA, SE
Jabatan - Kasubid Pemerintah dan SDM
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengamhbil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubid Pemerintah dan SDM Pengelola Bahan Perencanaan Sub

Bidang Pemerintah Dan SDM

D 1 'ANAYA, SE ROMI YADI, SE
Penata Penata Muda

Nip. 19711212 200501 1 008 Nip. 19871024 201101 1 007




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
SUB BIDANG PEMERINTAH DAN SDM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Bahan
Pengendalian Dan
Evaluasi Penyvusunan
Dokumen Perencanaan 54 Berkas
Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Dan
SDM

Mengelola Bahan Pengendalian
Dan Evaluasi Penyusunan Dan
1 | Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Dan SDM

Jumlah Bahan
Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan 36 Berkas
Perangkat Dacrah
Lingkup Pemerintah Dan
SDM
Mengelola Berkas Laporan Jumlah Berkas Laporan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
2 | Program Dan Kegiatan Program Dan Kegiatan 2 Berkas
Pembangunan Lingkup Pembangunan Lingkup
Pemerintah Dan SDM Pemerintah Dan SDM
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubid Pemerintah dan SDM Pengelola Bahan Perencanaan Sub

Bidang Pemerintah Dan SDM

D 1 ANAYA, SE ROMI SURYADI, SE

Nip. 19711212 200501 1 008 Nip. 19871024 201101 1 007



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
alkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini !

Nama : BAMBANG PURNAMA
Jabatan . Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Bencana
dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - NUR AINI, ST, M. URP
Jabatan . Kepala Sub, Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup
Seclaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan Pengadministrasi Perencanaan dan
Lingkungan Hidup Program Sub Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup
/7
'
NUK T, M. URP BAMBANG PURNAMA
Penata Pengatur

Nip. 19840813 200904 2 003 Nip. 19850416 201101 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM

SUB BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Renja OPD Tahun 2020

Renja OPD Tahun 2020

No _ Sasaran 4 - Indikator
Terkumpuinya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan
1 | penyusunan Rancangan Awal Renja Rancangan Awal Renja OPD
OPD Tahun 2021 Tahun 2021
5 Terkelolanya Dokumen Rancangan Jumlah Dokumen Rancangan 8 Dokumen
Awal Renja OPD Tahun 2021 | Awal Renja OPD Tahun 2021
Terlkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan
3 | penyusunan Rancangan Renja OPD Rancangan Renja OPD Tahun 8 Berkas
Tahun 2021 2021
4 Terkelolanya Dolkumen Rancangan Jumlah Dekumen Rancangan 8 Dokumen
Renja OPD Tahun 2021 Renja OPD Tahun 2021
Terkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan
5 | penyusunan Rancangan Akhir Renja Rancangan Akhir Renja OPD §'Berkas
OPD Tahun 2021 Tahun 2021
6 Terkelolanya Dokumen Rancangan Jumlah Dokumen Rancangan 8 Dokumen
' Akhir Renja OPD Tahun 2021 Akhir Renja OPD Tahun 2021
7 Terkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan 8 Berkas
penyusunan Renja OPD Tahun 2021 Renja OPD Tahun 2021
8 Terkelolanya Dokumen Renja OPD Jumlah Dokumen Renja OPD 8 Dokumen
Tahun 2021 Tahun 2021
Terkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan
9 | penyusunan Perubahan Rancangan Perubahan Rancangan Renja Bibetran
Renja OPD Tahun 2020 OPD Tahun 2020
Jumlah Dekumen Perubahan
Terkelolanya Dokumen Perubahan . : 8 Dokumen
10 | pancangan Renja OPD Tahun 2020 gg;‘;a“ga“ Renja. OPD Tahun
Terkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penvusunan
11 | penyusunan Perubahan Rancangan Perubahan Rancangan Akhir 8 Berkas
Akhir Renja OPD Tahun 2020 Renja OPD Tahun 2020
Terkelolanya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
12 | Rancangan Akhir Renja OPD Tahun Rancangan Akhir Renja OPD & Bgkumen
2020 Tahun 2020
Terkumpulnya bahan-bahan Jumlah bahan Penyusunan
13 | penyusunan Perubahan Renja OFPD Perubahan Renja OFD Tahun & Berkas
Tahun 2020 2020
14 Terkelolanya Dokumen Perubahan Jumlah Dolumen Perubahan 8 Dokumen

Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

4

Egg <ST, M. URP
Penata

Nip. 19840813 200904 2 003

Kuala Tungkal,

Pihak Pertama,

September 2020

Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Bencana dan

Lingkungan Hidup

r@

BAMBANG PURNAMA

Pengatur

Nip. 19850416 201101 1 005




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERSURATAN
SUBBIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ABDI ISKANDAR MUDA SIREGAR
Jabatan :  Pengadministrasi Persuratan Subbidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RENDRIAWAN AKBAR, SH
Jabatan . Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubbid Perhubungan, Komunikasi Pengadministrasi Persuratan Subbidang
dan Informatika Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

REND WAN AKBAR, SH ABDI I;&ﬂ) MUDA SIREGAR

Penata Pengatur
Nip. 19791026 200904 1 002 Nip. 19850102 200901 1 006




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGADMINISTRASI PERSURATAN
SUBBIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Jumlah Surat Masuk

Mencatat Dan Menyortir Surat 4
Masuk, Sesuai Dengan ]Si??hg{ia;g o
Prosedur Dan Ketentuan Yang HHga 156 Berkas
Berlaku Agar Memudahkan Komunikasi Dan .
P : Infokom Kab. Tanjung
encarian
Jabung Barat
Jumlah Berkas Lembar
Memberi Lembar Disposisi Dan Disposisi Pada Surat
Kartu Kendali Pada Surat/ Dokumen Untuk Sub 156 Berkas
Dokumen Untuk Diserahkan Bidang Perhubungan,
Kepada Pimpinan Komunikasi Dan
Informatika
Menyimpan Surat Mas_uk Dan | jumlah Berkas Surat
Surat Keluar Dalam File Untuk Masuk Dan Keluar n08 Berkas
Memudahkan Penemuan Dal Fil
Kembali am Fe
Dokumentasi Surat
Mendokumentasikan Surat Berdasarkan Jenis Dan
B_erdasarkan Jenis Dan Sifatnya Untuk 208 Berkas
Sifatnya Untuk Mempermudah M dah Dal
Dalam Penemuan Dokumen empermu s
Penemuan Surat

Pihak Kedua,

Kasubbid Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

% AN AKBAR, SH

Pen ata
Nip. 19

91026 200904 1 002

Kuala Tungkal,

September 2020

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Persuratan Subbidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

o

ABDI

AR MUDA SIREGAR

Pengatur '

Nip. 19850102 200901 1 006



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI FATIMAH, S.AP
Jabatan : Pelaksana Analis Program Pembangunan Subbidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASMARA DIAN PUTRA, ST
Jabatan ¢ Kasubbid Infrastruktur
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja Laporan Aset,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
Jawab kami,

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi,

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubbid Infrastruktur Pelaksana Analis Program
Pembangunan Subbidang Infrastruktur

- =i

ASMARA DIAN PUTRA, ST SITI FATIMAH, S.AP
Penata Penata Muda
Nip. 19850731 201001 1 016 Nip. 19760604 200604 2 011




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PELAKSANA ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No , Sasaran |

Tert?ajlsasmy 2 h GHan reea Jumlah dokumen rencana

1 | kegiatan sub bidang Mogitan 2 Dokumen

| Infrastruktur

Terealisasinya bahan
koordinasi Verifikasi dan
Pembinaan Teknis Penyusunan | Jumlah Dokumen Koordinasi,

2 | Rancangan RPJPD, RKPD, Verifikasi Perencanaan Lingkup 2 Dokumen
Renstra, Renja dan Dokumen Infrastruktur
Perencanaan Lingkup
Infrastruktur,
Terolahnya bahan Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi
Pelaksanaan sinegritas dan pelaksananaan sinegritas dan

3 — R 2 Dokumen
Harmonisasi RTRW Daerah dan | harmonisasi RTRW dengan
RPJMD Lingkup Infrastruktur | RPJMD
Terealisasinya bahan
koordinasi sinegritas dan
harmonisasi program kegiatan | Jumlah dokumen koordinasi
pemerintah daerah dengan sinegritas dan harmonisasi

4 | pemerintah provinsi dan program kegiatan pemerintah 1 Dokumen

pemerintah pusat, pengelolaan
data dan informasi
perencanaan pembangunan
daerah infrastruktur

Kabupaten, Pemerintah Provinsi
dan pemerintah Pusat

Pihak Kedua,
Kasubbid Infrastruktur

— B

ASMARA DIAN PUTRA, ST

Penata
Nip. 19850731 201001 1 016

Kuala Tungkal,

Pihak Pertama,

Pelaksana Analis Program

September 2020

Pembangunan Subbidang Infrastruktur

=i

SITI FATIMAH, S.AP
Penata Muda
Nip. 19760604 200604 2 011




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TURINA, S5.AP.
Jabatan . Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - PUJI HARTONO, S.T.
Jabatan . Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Sub, Bagian Perencanaan, Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi dan Pelaporan Program Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program.

PUJI NO, S.T. TURINA S.AP.
Penata Tk. | Penata Muda TK.I
Nip. 197312042005011004 Nip, 197706252007012026




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menganalisa bahan evaluasi
dan pelaporan

! 1

=y

Jumlah analisa bhahan
evaluasi Renstra dan
Renja Bappeda

e

rEET T T
- s E === =

8 berkas

Jumlah analisa bahan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP)

Bappeda

4 Berkas

Jumlah anlisa bahan
laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan

- (LPPK] Bappeda

12 Berkas

Jumlah analisa bahan
Evaluasi kinerja Bappeda

4 Berkas

Menganalisa bahan
penyusunan perencanaan

Jumlah analisa bahan
penyusunan RKA

Bappeda

2 Berkas

Jumlah analisa bahan
penyusunan RENJA

Bappeda

6 berkas

Mengumpullkan bahan
penyusunan dan dokumentasi
perencanaan, evaluasi,
pelaporan Bappeda

Jumlah bahan
penyusunan
perencanaan Bappeda

8 berkas

Jumlah bahan
penyusunan Evaluasi
dan pelaporan

12 berkas

Jumlah dokumentasi

perencanaan evaluasi
dan pelaporan

35 dokumen

Pihak Kedua,

Kepala Sub. Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan Program

s

PUJI HARTONO, S.T.
Penata Tk. [
Nip. 197312042005011004

Kuala Tungkal,

Pihak Pertama,

Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sub Bagian Perenc

aan, Evaluasi dan
Program.

TURINA S.AP.
Penata Muda TK.I
Nip, 197706252007012026

September 2020



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
alkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARJONI
Jabatan . Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Sub Bagian Umum dan
Kepegawalan

Selanjutnva disebut Pihak Pertama

Nama : PARMINI, ALKS
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kesubag Umum dan Kepegawaian Pengelola Sarana dan Prasarana

Kantor Sub Bagian Umum dan

W Kepegawaian

-

PARMINI, A.KS ONI
Penata Tk. 1 Pengatur Muda TK.1
Nip. 19660210 199203 2 004 Nip. 19700605 200901 1 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Melakukan Inventarisasi

Pes 7 Dokumen
Memhuaa_t Ka_rtu 7 Dokumen
Inventarisasi Barang
. Melakukan Pemberian 1 Berkas
Ter]aksa;mn;fa Tertib Kode Barang
1. | Inventarisasi Barang Aset - -
Bappeda Melakukan Penyimpanan 7 Berkas
Barang/ Aset
Melakukan Rekon Aset | Berkas
Bulanan
Melakukan Rekon Aset 7 Delinen

Semesteran

Menyiapkan Bahan/
Rencana Pembelian 5 Berkas
Bahan Pakai Habis

Terlaksananya Tertib MElﬁ_kUk_an RCk_UTl
2 | Administrasi Belanja Barang Realisasi Belanja Barang 1 Berkas
Pakai Habis Kantor Bappeda Pakai Habis Perbulan

Membuat Data Stock

Opname Barang Pakai 4 Berkas
Habis
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kesubag Umum dan Kepegawaian Pengelola Sarana dan Prasarana

Kantor Sub Bagian Umum dan

6}}% Kepegawalan

PARMINI, A.KS NI
Penata Tk. 1 Pengatur Muda TK. 1
Nip. 19660210 199203 2 004 Nip. 19700605 200901 1 004




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
aluntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERVA ELISANTY
Jabatan :  Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnva disebut Pihak Pertama

Nama . PARMINI, A.KS
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihzk Pertama,
Kesubag Umum dan Kepegawaian Pengelola Kepegawaian Sub Bagian
Um an Kepegawaian

PARMINI, A KS
Penata Tk.1 Pengatur TK.I
Nip. 19660210 199203 2 004 Nip. 19820325 200701 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGELOLA KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

01

| Pangkat

Kegiatan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Dan Usulan |
Kenaikan Pangkat Sesuai T—
Prosedur Dan Periode Kenaikan sulan

Jumlah Berkas Dan Kenaikan
Gaji Berkala Yang Disiapkan

45 Sk

Jumlah Pemprosesan
Pengusulan [jin Belajar

1 Kegiatan

Belajar

Jumlah Pemprosesan Tugas

4 Berkas

Jumlah Data Yang Diinput Dan
Diupdate Pada Simpeg

45 Kegiatan

Jumlah Persiapan Pemprosesan
Dokumen DUK Berdasarkan
Perubahan Data Kepegawaian
Yang Disusun Dan Dianalisa

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Permintaan
Update Data Bezzeting Pegawai

4 Dokumen

Dikelola

Persentase Arsip Dan Buku Yang

100%

Jumlah Jadwal Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, 3 Dokumen
Dan Pensiun Pegawai

Jumlah Dokumen Pengajuan
Hak-Hak Pekegawaian, Antara
Lain : Karis/ Karsu, Karpeg, 10 Dokumen
Taspen, Ijin Belajar/ Tugas
Belajar, ljin Cuti Pegawai

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian

b4

PARMINI, AKS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian

ERVA ELISANTY
Pengatur TK.I
Nip. 19820325 200701 2 005




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - FITRIANI WULANSARI, A.Md
Jabatan . Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PARMINI, A.KS
Jabatan . Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Selalku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanlsi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kesubag Umum dan Kepegawaian Pelaksana Pengadministrasi
Kepegawaian Sub Bagian Umum dan
0}.@/ Kepegawaian
PARMINI, A.KS FITRIANI WULANSARI, A.Md
Penata Tk.1 Penata Muda

Nip. 19660210 199203 2 004 Nip. 19850626 201101 2 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Pemprosesan
1 | Kegiatan Kepegawaian Permintaan Administrasi 231 Surat
Kepegawaian
J um]ah_ berkas Absensi 12 Berkas
Pegawai
J k I
unlllah ber as_ Laporan 13 Hereas
Harian Pegawai
Jumlah ) SKP
umlah Dokumen 155 &

Yang Dihimpun

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kesubag Umum dan Kepegawaian Pelaksana Pengadministrasi
Kepegawaian Sub Bagian Umum dan

i ] Kepega

PARMINI, A.KS FITRIANI WULANSARI, A.Md
Penata Tk.1 Penata Muda
Nip. 19660210 199203 2 004 Nip. 19850626 201101 2 008




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
BENDAHARA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TOMMI HERLEN
Jabatan : Bendahara Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EVA LIDARTI,SE
Jabatan . Kasubbag Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Keuangan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kasubbag Keuangan Bendahara Sub Bagian Keuangan
EVA LIDARTISE TOMMI HERLEN
Penata Tk.1 Pengatur

Nip. 19690403 199303 2 004 Nip. 19800709 200801 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

BENDAHARA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Rekonsiliasi
Pertanggung Jawaban
Belanja.

12 Berkas

Terkelolanya Bahan Pencairan | Jumlah Surat

SPP dan SPM Permintaan Pﬁmba}’aran 36 Berkas

Jumlah Surat
Pemindahan Pembukuan 100 Berkas
(Pinbuk Bank)

Jumlah pembukuan
Buku kas umum

) Bendahara Pengeluaran
Terdokumentasinya surat (BKU)

2 | pertanggungjawaban dan
pencatatan Jumlah buku pajak
pembantu dan belanja 24 Berkas
Fungsional

12 Berkas

Jumlah surat
Pertanggung Jawaban 15 Dokumen

Pencairan (SPJ)
3 Terkumpulnya bahan surat

Pertanggung Jawaban (SPJ)

Jumlah Surat Pencairan

Belanja Langsung 5 Dalaprien

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kasubbag Keuangan Bendahara Sub Bagian Keuangan
Y,
EVA LIDARTI,SE TOMMI HERLEN
Penata Tlk.1 Pengatur

Nip. 19690403 199303 2 004 Nip. 19800709 200801 1 003



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
VERIFIKATOR KEUANGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIANTO,
Jabatan - Verifikator Keuangan Sub Bagian Keuangan

Sclanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EVA LIDARTI,SE
Jabatan : Kasubbag Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan Verifikator Keuangan
D{ /
EVA LIDARTILSE ARIANTO
Penata Tk.1 Penata Muda TK. 1

Nip. 19690403 199303 2 004 Nip. 19690415 199003 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

VERIFIKATOR KEUANGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menyiapkan Dan Mencetak :
Laporan Pajak Dribads SIHlal daporen Dok 35 Laporan
Tahunan
Jumlah SPP Pengajuan
Pembayaran Gaji 16 Dokumen
Pegawai
Menyiapkan Dan
renyampaikan SE7 PengHnen | Jumiah Usula
Peneaiuan Mut {-Jxai Dan ' Pengajuan Mutasi Dan 8 Berkas
eaju R Peremajaan Gaji Pegawai
Peremajaan (aji Dan Daftar
Gaji Dan Potongan
Jumlah Daftar Gaji Dan 12 Berkas
Potongan
Menyiapkan Dan iy SPP Pengdi
; : mlah gajuan
Meuyampaikan SFP Pengaiuan, | g vt ohan Penghasilan 12 Dokumen
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Pegawai (TPP) &
Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bagian Keuangan

\

EVA LIDARTI,SE
Penata Tk.1
Nip. 19690403 199303 2 004

Verifikator Keuangan

I

ARIANTO

Penata Muda TK.1

Nip. 19690415 199003 1 008



PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
ANALISIS PERENCANAAN
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUDI KURNIAWAN, SE
Jabatan : Analis Perencanaan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEYRINA EKA PUTRI, S.5i
Jabatan : Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan
Selalu atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubbid Perencanaan dan Analis Perencanaan Subbidang
Pendanaan Perencan dan Pendanaan
% \
MEYRINA EKA PUTRI, S.5i RUDI KURNIAWAN, SE
Penata Penata Muda Tk. 1

Nip. 19860512 201001 2 021 Nip. 19851210 201502 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

ANALISIS PERENCANAAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Yo. Sasarn Indiktor Kineria | Targst

Mendampingl Programmer dalam

1 Kegiatan Musrenbang Daerah dan Jumlah berkas usulan 4 laiera
Dokumen RKPD Sesuai dengan kebutuhan P
RPJMD, Renstra dan Renja
Pengklasifikasian Program dan
Kegiatan Musrenbang Daerah dalam |

2 Dokistiien RKPD Sestiai dengan Jumlah berkas/ laporan 3 laporan
RPJMD, Renstra dan Renja

3 Melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Penping utalm ugulli{l dan 21
Khusus dalam Aplikasi KRISNA A i Aeat

usulan

Melakukan Koordinasi dengan Atasan

4 Langsung Sehubungat? dengan | Kegiatan koordinasi kepada 30 kegiatan
Permasalahan yang Timbul guna atasan langsung
mencari jalan penyelesaian
Menyampaikanlaporan yang
telahdibuatkepadakepala sub bidang Jumlah laporan program

o " : L, 9 laporan
program dan pelaporan dan instansi dan kegiatan
terkait _ B
Menyiapkan bahan rencana kegiatan
sub bidang data evaluasi dan

6 i i e e Berkas dan dokumen 15 dokumen

berdasarkan peraturan dan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan berjalan
dengan lancar

Pihak Kedua,
Kasubbid Perencanaan dan
Pendanaan

A

MEYRINA EKA PUTRI, S.Si
Penata
Nip. 19860512 201001 2 021

Kuala Tungkal,

Pihak Pertama,

September 2020

Analis Perencanaan Subbidang

Perencanagn dan Pendanaan

RUDI KURNIAWAN, SE
Penata Muda Tk. |

Nip. 19851210 201302 1 001




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINTY NOVITA SARI
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Data
Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
Selaku atasan Langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Rasubbid Data, Evaluasi dan Pengadministrasi Perencanaan dan
Pelaporan Program Sub Bidang Data, Evaluasi dan
Pelaporan
SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I RINTY NOVITA SARI
Penata TK.I Pengatur Muda TK.I

Nip. 19780506 201101 1 001 Nip. 198501103 200604 2005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RKPD

Terlmmpulny bahan-bahan evaluasi a.h berkas bahan-

bahan evaluasi RKPD

Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi

Jumlah berkas bahan- [

2 bahan evaluasi perubahan 4
perubahan RKPD RKPD
3 Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi Jumlah berkas bahan- 4
RPJM bahan evaluasi RPJM
: Jumlah berkas bahan-
4 Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi bahan evaluasi perubahan 4

perubahan RPJM

RPJM

Pihak Kedua,
Kasubbid Data, Evaluasi dan
Pelaporan

SAWAL IN F TANJUNG, SE.M.S.I
Penata TK.1
Nip. 19780506 201101 1 001

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Data, Evaluasi dan
Pelaporan

RINTY NOVITA SARI
Pengatur Muda TK.]
Nip. 198501103 200604 2005




PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
alcuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MASRI
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Perencanaan dan Program Subbidang
Data, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan tlargel kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kecdua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaksana Pengadministrasi
Pelaporan Perencanaan dan Program

SAWALUDDIN F I?I;JD'UHG, SE,.M.Si
Penata TK.l Pengatur TK.I
Nip. 19780506 201101 1 001 Nip. 19810706 200604 1 013




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PELAKSANA PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No nd T ;

: : b S b L X NIRRT e $acin g bR e

1 Terkumpulnya bahan-bahan | Jumlah berkas bahan-bahan 1 berkss
penvusunan dokumen RKPD | penyusunan dokumen RKPD '

5 Terkelolanya bahan-bahan Jumlah berkas bahan-bahan 1 Berlias
penvusunan dokumen RKPD | penyusunan dokumen RKPD
Terkumpulnya bahan-bahan | Jumlah berkas bahan-bahan

3 | Penyusunan Perubahan penyusunan perubahan 1 berkas
RKPD RKPD
Terkelolanya bahan-bahan Jumlah berkas bahan-bahan

4 Penyusunan Perubahan penyusunan perubahan 1 berkas
RKPD RKPD

Kuala Tungkal, September 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasubbid Data, Evaluasidan Pelaksana Pengadministrasi
Pelaporan Perencanaan dan Program
SAWALUDmG, SE,.M.Si MASRI
Penata TK.I Pengatur TK.I

Nip. 19780506 201101 1 001 Nip. 19810706 200604 1 013



EVALUASI KINERJA

|
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG J/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN

TAHUN 2021

BUNG BARAT
\N DAERAH
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